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ABSTRACT

Agency interelation is a contract of one or more sharebolder, is controlled by others, which is meant as manager
(agent). Manager has given an aouthority for sharebolder in the suitable choice, Manager also has responsible
to maxcimize shareholder welfare. Although Manager has his/ her interest in decision mafking. The union of the
interests always come a problem. that is agency problem. Solving the problem is needed a cost, agency cost.
Agency cost is related to dividends policy. The interelation of them become a new development in company to
minimize the agency cost. The research aims to prove the influence of agency cost toward dividends policy
empirically. Agency cost which are researched i.e. dispertion of ownership, managerial ownership, collateral
assets, and debt policy. Dividens policy is formulated with dividen payout ratio. Sampling technique is applied
purposive sampling, the researcher is applied secondary data such as financial report and company annual
report. The sample of the research is 27 manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX) 2010-2012. Analyzing method is applied multiple regression within classic assumption test
through SPSS ver.16 instrument. The outcame of the research is dispertion of ownership, managerial ownership,
collateral assets, and debt policy significantly influence in dividens policy partially.

Key words: Agency Cost; Dispertion of Ownership, Managerial Ownership, Collateral Assets, Debt
Policy and Dividens Policy.

A. PENDAHULUAN

Dalam perusahaan sering sekali tejadi konflik kepentingan yang ditunjukkan dalam hal
perbedaan kepentingan antara manajer (agent) dan pemegang saham. Perbedaan kepentingan
ini dapat terjadi akibat perbedaan pandangan manajer dan pemegang saham dalam melakukan
investasi mengenai keputusan pendanaan terhadap suatu proyek yang akan dipilih perusahaan.
Pertentangan ini dapat muncul kemungkinan yang disebabkan manajer menginvestasikan dana
yang tidak memiliki prospek yang baik ke depannya ataupun penggunaan dana yang
berdasarkan pandangan pemegang saham sebagai suatu pemborosan semata ataupun
menguntungkan salah satu pihak yang memungkinkan tidak optimalnya refwrn yang akan
diterima pemegang saham atas tindakan yang dilakukan manajer tersebut. Perbedaan
kepentingan tersebut yang memicu permasalahan keagenan antara manajer (agens) dan
pemegang saham.Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006) masalah keagenan (agency problems)
muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak
manajemen (agent).

Potensi masalah keagenan dapat terjadi pada perusahaan apabila kepemilikan saham yang
dimiliki oleh para pemegang saham persentasenya kecil, hal yang demikian membuat kontrol
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para pemegang saham akan semakin berkurang terhadap manajer.Hal tersebut membuat para
manajer akan mengabaikan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sehingga hal
ini akan menimbulkan konflik antara manajer dan pemilik (pemegang saham).dan masalah
keagenan dapat juga muncul karena apabila kepemilikan saham terlalu menyebar, sehingga
kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap manajer akan semakin berkurang pula.
Masalah konflik kepentingan terjadi juga antara pemegang saham dengan pihak manajemen,
kepemilikan saham manajerial adalah keadaan dimana manajer memiliki saham dalam
perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut
Wahyudi dan Baidori (2008) kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan biaya
keagenan karena ada rasa kepemilikan pada diri manajerial sehingga mereka bertindak sesuai
dengan kepentingan pemegang saham, yang mengakibatkan perusahaan membayar deviden
lebih rendah kepada pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana
manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham perusahaan.Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh
pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan
menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang
saham. Kesetaraan tersebut semakin membuat manajer bertanggungjawab atas apa yang
dilakukannya bagi perusahaan karena mereka akan memperoleh dampak sebagai pemegang
saham. Menurut Wahyudi dan Baidori (2008) kepemilikan manajerial yang besar akan
menurunkan biaya keagenan karena ada rasa kepemilikan pada diri snsider sehingga mereka
bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yang mengakibatkan perusahaan
membayar dividen lebih rendah kepada pemegang saham sedangkan semakin rendah zusider
ownership akan meningkatkan biaya keagenan sehingga sebagai konsekuensinya perusahaan
membayar dividen lebih tinggi kepada pemegang saham.

Kebijakan deviden telah lama menjadi isu menarik dalam /Ziterature keuangan.Hasil
penelitian sebelumnya tentang pengaruh biaya agensi yang terdiri dari variable penyebaran
kepemilikan saham, kepemilikan saham, aktiva yang dijaminkan dan kebijakan hutang
terthadap kebijakan deviden menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk mereplikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar
belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :“apakah biaya agensi
berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh biaya
agensi terhadap kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

B. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana
satu atau lebih orang memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama principal
serta wewenang kepada agens untuk membuat suatu keputusan yang terbaik bagi principal. Jika
kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai
perusahaan, maka di yakini akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan

principal.

Adapun faktor- faktor yang mendorong timbulnya biaya agensi adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran kepemilikan saham

Penyebaran kepemilikan saham adalah jumlah penyebaran kepemilikan saham dari seluruh
saham yang beredar dari suatu perusahaan .penyebaran kepemilikan saham di percaya mampu
mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja . masalah
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keagenan terjadi apabila kepemilikan saham menyebar sehingga pemegang saham secara
individual tidak dapat mengendalikan manajemen.

2. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari struktur kepemilikan perusahaan yang terkait
dengan corporate governance Nuraeni (2010) Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai
kepemilikan saham perusahaan oleh dewan direksi dan komisaris perusahaan. Besarnya
kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris perusahaan menunjukkan
seberapa besar insentif bagi direksi dan komisaris dalam mensejajarkan kepentingan mereka
dengan kepentingan para pemegang saham. Nur’aeni (2010) mengartikan kepemilikan saham
manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur
dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat
dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3. Aktiva yang dapat dijaminkan

Aktiva yang dapat dijaminkan merupakan besarnya aktiva yang di jaminkan kepada kreditor
untuk menjaminkan pinjamannya. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006) apabila jaminan
yang diberikan mempunyai harga pasar yang jelas dan mudah dijual, maka kredit yang
diberikan dapat mencapai proporsi yang cukup besar. Sebaliknya apabila jaminan tersebut
merupakan aktiva yang sangat spesifik dan sangat susah menjualnya maka kreditor mungkin
hanya akan memberikan kredit dengan proporsi relative rendah.

4. Kebijakan hutang

Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana
perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan.

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dari laporan keungan tahunan 2010 sampai dengan tahun 2012.

Variabel penelitian

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan deviden yang diproksikan dengan dividend
payout ratio (DPR), sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah biaya agensi
yang diproksikan dengan penyebaran kepemilikan saham, kepemilikan manajerial, aktiva yang
dapat dijaminkan, dan kebijakan hutang.

Definisi operasional variable

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen.Kebijakan deviden di
proksikan dengan dividend payout ratio (DPR).dwidend payout ratio adalah rasio antara deviden
per share tethadap earning per share.

Dividend payont ratio = dividend per share

Earning per share

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah biaya agensi. Biaya agensi yang

diteliti yaitu :

1. Penyebaran kepemilikan saham
Dispertion of ownership di hitung dengan menggunakan rumus variance, karena besarnya
nilai pariance menunjukkan bahwa data kepemilikan saham semakin terkonsentrasi pada
satu atau beberapa pemegang saham.Variance merupakan suatu ukuran dari sebaran
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disekitar rata-rata hitung. Menurut Zubir (2011) variance dispertion of ownership di hitung

dengan :
n
Variance = X (X,- X)?
i=1 n -1
Keterangan :

X1 : persentase kepemilikan saham satu kelompok
X :rata-rata kepemilikan saham
N :jumlah data

2. Kepemilikan Manajerial
Menurut Mollah et al. (2000) kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan
saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah
persentase kepemilikan saham oleh pihak manjemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial dan
mensejajarkan kepentingan antara manjemen dan pemegang saham, sechingga manajer
akan merasakan kerugian apabila keputusan yang diambil salah.
Kepemilikan manajerial = Jumlah Saham Pihak Manajemen

Total Saham Beredar

3. Aktiva yang dijaminkan
Aktiva yangdapat dijaminkan (collateral), merupakan perbandingan antara aktiva tetap
bersih dengan total aktiva. Aktiva yang dijaminkan adalah dana yang diinvestasikan
oleh perusahaan dalam pendirian badan usaha yang di maksudkan untuk membiayai
kegiatan.usaha di samping memenuhi peraturan yang di tetapkan, Mollah (2002)
Collateral asserTotal aktiva tetap — penyusutan
Total aktiva

4. Kebijakan hutang (Debt to equity ratio)
Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari
dalam maupun dari luar perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber
dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi, sedangkan
sumber dana eksternal perusahaan berasal dari para kreditur yang merupakan hutang
bagi perusahaan, dan dana yang diperoleh dari pemilik perusahaan murpakan modal
sendiri. Kebijakan hutang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar
hutang dengan modal yang dimilikinya. Menurut Harahap (2009) debt equity ratio

dihitung dengan :
DER : Total hutang
Modal

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Ujifdanuji T

Pengujian uji f untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum dapat
digunakan maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama.Gujarati dalam Ghozali
(2006). Dengan taraf nyata dan signifikansi a=0,05 dengan asumsi:

Jika F hitung < F table artinya tidak ada pengaruh (ditolak)

Jika F hitung > F table artinya ada pengaruh (diterima)
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Pengujian dilakukan denganmenggunakan uji Tszgnificance 0,05 (x=5%) yang digunakan untuk
menguji hasil dari analisis korelasi yang didapat secara kebetulan.Gujarati dalam Ghozali
(2006). Dengan taraf nyata dan signifikansi a=0,05 dengan asumst :

Jika T hitung < T table artinya tidak ada pengaruh (ditolak)

Jika T hitung > T table artinya ada pengaruh (diterima).

Regresi Linear Berganda
Y=a+B1 X1 +B2X2+B3X3+34X4+

Keterangan :
Y : deviden payout ratio
x : nilai y bila x=0
B : angka arah atau koefisien regresi
X1 :penyebaran kepemilikan saham
X2 : kepemilikan manajerial

X3 : aktiva yang dapat dijaminkan
X4 : kebijakan hutang
u : eror

Hasil Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1, nilai t hitung sebesar 3,519< 2,000 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,001 < 0,05. Dengan demikian Ha ditolak yang berarti, Penyebaran kepemilikan saham
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

Hasil Uji Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2, nilai t hitung sebesar 9,663< 2,000 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000> 0,05. Dengan demikian Ha ditolak yang berarti, kepemilikan manajerial berpengaruh
signifikan terhadap Kebijakan Dividen.

Hasil uji Hipotesis 3

Pengujianhipotesis 3, nilai t hitung sebesar -3.350< 2,000 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,001> 0,05. Dengan demikian Ha ditolak yang berarti, aktiva yang dijaminkan berpengaruh
signifikan terhadap Kebijakan Dividen.

Hasil Uji Hipotesis 4

Pengujian hipotesis 4, nilai t hitung sebesar -2.713< 2,000 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,008 > 0,05. Dengan demikian Ha ditolak yang berarti, kebijakan hutang  berpengaruh
signifikan terhadap Kebijakan Dividen.

Persamaan hasil regresi linear berganda adalah :
Y = 23,101+ 0.005 X1 + 0,619 X2 - 0.172 X3 -0.100X4 + 2.886.

Konstanta sebesar 23,101 artinya jika penyebaran kepemilikan saham, kepemilikan manajerial,
aktiva yang dijaminkan, dan kebijakan hutang nilainya 0 maka kebijakan deviden nilainya
23,169. Koefisien regresi penyebaran kepemilikan 0,005 artinya jika penyebaran kepemilikan
saham mengalami kenaikan satu satuan maka kebijakan deviden akan mengalami peningkatan
0,005 satuan dengan asumsi variable independen lainnya bernilai tetap.Koefesien kepemilikan
saham 0.619 artinya jika kepemilikan manajerial mengalami kenaikan satu satuan maka
kebijakan deviden akan mengalami peningkatan 0,619 satuan dengan asumsi variable
independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi aktiva yang dijaminkan -0,172 artinya jika
aktiva yang dijaminkan mengalami peningkatan satu satuan maka kebijakan devidenakan
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mengalami penurunan -0.172 satuan dengan asumsi variable independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi kebijakan hutang -0.100 artinya jika kebijakan hutang mengalami
peningkatan satu satuan maka kebijakan deviden akan mengalami penurunan -0,101 satuan
dengan asumsi variable independen lainnya bernilai tetap.

Pembahasan

Hasil wuji hipotesis ke-1 membuktikan bahwa dari hipotesis alternatif (Ha)
diterima.Penyebaran kepemilikan saham di percaya mampu mempengaruhi jalannya
perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja.Kepemilikansaham yang
menyebar dapat dijadikan alat sebagai monitoring oleh para pemegang saham untuk
mengawasi setiap aktivitas manajemen.Hal ini akan mengurangi konflik keagenan. Bahwa
ketika jumlah pemegang saham bertambah, maka para pemegang saham akan lebih mudah
untuk mengontrol aktifitas manajer tersebut, sehingga pembayaran deviden yang harapkan
juga akan sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Salah satu cara untuk mengurangi
masalah agensi karena menyebarnya kepemilikan perusahaan ialah dengan melakukan
pembayaran dividen.

Hasil uji  hipotesis ke-2 ~membuktikan bahwa dari hipotesis  alternatif
(Ha)diterima.Dengan Kepemilikan Manajerial yang tinggi mengindikasikan manajemen akan
secara aktif ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan
manajerial didalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam
memaksimalkan laba.

Hasil uji hipotesis ke-3 membuktikan bahwa dari hipotesis alternatif (Ha)diterima.
Artinya aktiva yang dapat dijaminkan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden,
hasil penelitian menemukan bahwa penjaminan aktiva memiliki arah negative dengan
kebijakan deviden, yang artinya semakin besar penjaminan Aktiva tetap,maka semakin besar
keuntungan (laba) perusahaan yang akan dicadangkan untuk membayar hutang yang semakin
besar, sehingga semakin kecil laba perusahaan yang dibagikan sebagai deviden.

Hasil uji  hipotesis ke-4 membuktikan bahwa dari hipotesis  alternatif
(Ha)diterima.Kebijakan hutang berpengaruh negative bahwasanya semakin tinggi utang
perusahaan maka perusahaan akan membayar dividen rendah karenaperusahaan cenderung
menahan laba yang diperoleh sebagai Cadangan untuk melunasi kewajibannya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
disimpulkan:Hasil penelitian membuktikan bahwa Penyebaran Kepemilikan berpengaruh
signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Penyebaran kepemilikan saham di percaya mampu
mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja.
Penyebaran Kepemilikansaham yang menyebar dapat dijadikan sebagai alat monitoring oleh
para pemegang saham untuk mengawasi setiap aktivitas manajemen.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan
terhadap Kebijakan Dividen. Walaupun kepemilikan manajerial
tinggi tidak mengindikasikan pembayaran dividen yang rendah karena di satu pihak terdapat
sekelompok pemegang saham yang menginginkan suatu pembayaran dividen yang tinggi
sebagai suatu penghasilan pada saat ini dibanding dengan sebagian kelompok pemegang
saham lain yang mungkin lebih senang jika perusahaan menahan laba.
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Hasil penelitian membuktikan bahwa Aktiva yang dapat dijaminkan berpengaruh
signifikan terhadap Kebijakan Dividen. Aktiva yang dijaminkan merupakan jaminan bagi
kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Kebijakan Hutang (Debt to Equity Ratio) berpengaruh
signifikan negative terhadap Kebijakan Dividen.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dan
tidak hanya perusahaan manufaktur saja melainkan dapat menggunakan sampel semua jenis
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
Dalam penelitian ini, nilaiR sqguare sebesar 64,7 %, artinya kebijakan deviden dapat dijelaskan
oleh penyebaran kepemilikan saham, kepemilikan manajerial, aktiva yang dijaminkan dan
kebijakan hutang sebesar 64,7%, schingga diharapkan peneliti selanjutnya lebih berhati-hati
dalam pemilihan variable penelitian.
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ABSTRAK

The purpose of this study is to examine the effect of the implementation of accounting information system and
internal control system to the quality of financial reports of regional device organization (OPD) in the
Government of Bandar Lampung and Metro. The population of this study is the regional services in the
environment of Government of Bandar Lampung and Metro (18 OPD) with 108 respondents. The data and
informations needed for this research are collected by conducting field research. The data used in this research is
primary data and data collection is done directly by using questionnaires. The method used for determining the
sample is purposive sampling method. Based on statistical analyzing using SmartPLS, the results of the
research are either simultaneously or partially support the hypothesis that the implementation of accounting
information systemr and internal control systemr  affect the financial reports of regional device organization
(OPD) in the Government of Bandar Lampung and Metro.

Keywords: accounting information system, internal control system, and financial report
quality.

A. PENDAHULUAN

Disetiap negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
memerlukan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengelola
pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki
kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu upaya pemerintah untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab. Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan
bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan olehsuatu entitas pelaporan.Salah satu indikator kualitas
akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan
keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari:
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Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Berdasarkan hasil rekapitulasi opini
BPK' Perwakilan Provinsi Lampung untuk laporan hasil Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk laporan hasil Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Opini
No | Nama Kabupaten / Kota 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 Provinsi Lampung WIP | WDP | WIP - | WIP | WIP
DPP
2 Kabupaten Lampung Barat WTP | WIP |WIP | WIP | WTP
3 Kabupaten Lampung Selatan WDP | WDP | WDP | WDP | WTP
4 Kabupaten Lampung Tengah WIP | WDP | WDP | WDP | WIP
5 Kabupaten Lampung Timur WDP | WDP | WDP | WDP | WDP
6 Kabupaten Lampung Utara TW N WDP | WIP | WTP
7 Kabupaten Mesuji WDP | WDP | WIP | WIP | WIP
8 Kabupaten Pesawaran WDP | WDP | WDP | WDP | WIP
9 Kabupaten Pesisir Barat - - TMP | TMP | WDP
10 | Kabupaten Pringsewu T™MP | WDP | WDP | WIP | WIP
11 | Kabupaten Tanggamus WDP | WDP | WIP | WIP | WDP
12 | Kabupaten Tulang Bawang WDP | WDP | WTP | WIP | WIP
13 | Kabupaten Tulang Bawang | WIP | WIP | WIP | WIP | WTP
Barat

14 | Kabupaten Way Kanan WIP | WIP |WTP | WIP | WIP
15 | Kota Bandar Lampung wWIP | WIP | WIP | WIP | WIP
16 | Kota Metro WIP | WIP | WIP | WTIP | WIP

Sumber :http://www.bpk.go.id

- : Belum dibentuk

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP — DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

™ : Tidak Wajar

IHPS I tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memuat hasil
kenaikan opini dari TW/ TMP/ WDP menjadi WTIP pada 84 LKPD dan dari TW/ TMP
menjadi WDP pada 15 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK tahun 2015 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern
maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-
akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Penelitian
ini dilakukan untuk menguji apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan daerahKota Bandar Lampung dan Kota Metro. Populasi dari penelitian ini adalah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas-dinas Kota Bandar Lampung dan Kota
Metro. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung
dan Kota Metro merupakan kota yang ada di Provinsi Lampung dan telah memperoleh opini
laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut dan
pemilihan Dinas-dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dilakukan dengan alasan
instansi tersebut merupakan Organsisai Perangkat Daerah, yang berarti ikut berpartisipasi
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dalam pengelolaan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. Selain itu
mereka juga merupakan salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

Widjajanto (2001), Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan,
peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga
pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Menurut
Silviana dan Anthoni (2014), Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah
sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang
didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adiputra (2014) yang menjelaskan terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan
mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan
pendektesian penggelapan (fraud). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern
berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap
pencapaian tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan
regulasi (Anggraeni, 2014). Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurillah dan Muid (2014), yang
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan SPI,
maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Gamayuni (2018),
The effectiveness of the internal andit function has been proven positive and significant to affect the Quality of
Financial Reporting, Effective internal audit function can improve the quality of financial reporting.
Dimensions that the best reflect the effectiveness of the internal audit function are planning, communication and
approval, resource management, policies and procedures, coordination, reporting to the leadership, program
development and quality control, and follow-up of public complaint. Namun terdapat perbedaan yang
dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Yensi(2014), menunjukan bahwa Sistem Pengendalian
Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah.Berdasarkan latar
belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari ageney theory yaitu
stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi di mana para
manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada
sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.Dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan mempertanggung jawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi
sangat dibutuhkan. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri dan sarana
pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan(Suranyi-
Unger, 1952). Menurut Golberg (1965) dalam Sari (2013) mengemukakan bahwa
manajemen (agen?) sebagai steward akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal, dalam
hal ini dapat diartikan Pemda dengan rakyat.Szewardship Theory beranggapan bahwa
kepentingan rakyat dapat dimaksimalkandengan membagi (shared) wewenang, hak dan
kewajiban di antara peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen, sehingga dalam
Stewardship Theory menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi
untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka
sendiri (Hunger dan Wheelen,2004).Dengan demikian jika pihak principal dan agent memilih
hubungan kepengurusan (stewardship), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting
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yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak
principal memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada

pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih
baik (Donaldson dan Davis, 1991).

Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan
keuangan dapat dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan
keuangan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu :

1. Relevan
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya
dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi
hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur yaitu
memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

2. Andal
Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi yang andal memenubhi karakteristik yaitu, penyajian jujur, dapat diverivikasi dan
netralis.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut
(SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa
Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan
diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,
dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2001), menyatakan bahwaSistem
akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa
untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
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pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Menurut Krismiaji

(2010), yang dimaksud dengan Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk

merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis”. Dalam suatu perusahaan,
penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan sistem-sistem yang lebih
besar maupun lebih kecil..

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi
Akuntansi adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk
mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data sehingga
menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal.
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai
dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan
pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya
dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD
dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Del.one andMcLean (2008),mengidentifikasi enam variabel atau komponen
keberhasilan Sistem informasi yaitu :

1. Kualitas sistem - karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi. Misalnya:
kemudahan penggunaan, sistem fleksibilitas, keandalan sistem, dan kemudahan belajar,
serta fitur sistem intuitif, kecanggihan, fleksibilitas, dan waktu respon.

2. Kualitas informasi - karakteristik yang diinginkan dari sistem output; yaitu, laporan
manajemen dan halaman Web. Sebagai contoh: relevansi, dimengerti, akurasi, keringkasan,
kelengkapan, dimengerti, mata uang, ketepatan waktu, dankegunaan.

3. Kaualitas layanan - kualitas dukungan yang pengguna sistem terima dari departemen IS dan
IT mendukung personil. Sebagai contoh: respon, akurasi, keandalan, kompetensi teknis,
dan empati dari staf personalia.

4. Penggunaan sistem - derajat dan cara di mana staf dan pelanggan memanfaatkan
kemampuan dari suatu sistem informasi. Misalnya: jumlah penggunaan, frekuensi
penggunaan, sifat penggunaan, ketepatan penggunaan, tingkat penggunaan, dan tujuan
penggunaan.

5. Kepuasan pengguna - Tingkat pengguna kepuasan dengan laporan, situs Web, dan layanan
dukungan. Misalnya, yang paling banyak digunakan instrument multi-atribut untuk
mengukur kepuasan pengguna informasi dapat ditemukan di Ives et al. ( 1983).

6. Keuntungan bersih - sejauh mana IS memberikan kontribusi bagi keberhasilan individu,
kelompok, organisasi, industri, dan bangsa. Sebagai contoh: peningkatan pengambilan
keputusan, peningkatan produktivitas, peningkatan penjualan, pengurangan biaya,
keuntungan meningkat, efisiensi pasar, kesejahteraan konsumen, penciptaan lapangan
kerja, dan pembangunan ekonomi.

Untuk penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laporan
keuangan pemerintah daerah ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi
keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun
laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk
penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian
laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi
akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam
penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sistem
informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, schingga
dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.
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Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi
dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan
dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan
kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang
dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu
organisasi dalam mencapai tujuan tertentu (PP No. 60 Tahun 2008).Sedangkan Mulyadi
(2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijaksanaan manajemen.
“Tob satisfaction must be felt by each employee in order to be able to work well and effectively. If the employee is
dissatisfied with their job, the company will suffer financial losses caused by the employee who works
unenthusiastically and wastefully and requires to be replaced. On the other hand, with high job satisfaction,
employees persist in giving optimal results, so the goal of the company can be achieved. Rewards, JRI, and
manager’s perception of innovation all positively affect individual performance.” (Yuliansyah, et al. 2018)
COSO, (2013), "Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and
other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to
operations,  reporting, — and  compliance”.  Pengendalian  internal menurutCOSOtersebut,
dapatdipahami bahwa pengendalian internal adalah proses,karenahaltersebut menembus
kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar.
Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak.
Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan
dioperasikan,hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya
efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun
sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal
yang ideal di rancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala dari
pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Komponen pengendalian Internal menurut COSO :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Invironmen?)
Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai
seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan
pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri
dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan
mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan
dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu,
penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola
oleh organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan
manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas
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pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses
bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

4. Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication)
COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk
melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-
tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan
berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang
digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (Monztoring Activities)
Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa
bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang
digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian
internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfunsi.

Kerangka Teoritis

Sistem Informasi

Akuntansi \
/ Kualitas Laporan

Sistem Pengendalian Keuangan Daerah
Intern

Gambar 2.1 Bagan Alir Kerangka Teoritis

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan
sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas
keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang
nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-
masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut
Silviana dan Anthoni (2014), Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah
sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang
didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Penelitian sama
dilakukan oleh Pujiswara dan Herawati (2014), yang menjelaskan pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keungan pemerintah
daerah akan meningkat.

Selanjutnya penelitian oleh Purwati dan Wasman (2014), mengungkapkan
pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan. Artinya, Pemanfaatan Sistem Informasi berpengaruh memberikan
perubahan yang berarti terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang paling berpengaruh
dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yaitu dokumen atau formulir dan laporan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Untary dan Ardianto (2015),yangmengungkapkan Sistem
informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan
mengoptimalilkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan
sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja
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secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dan meningkatkan kualitas
informasi laporan keuangan.Oleh karena itu maka hipotesis pertama dari penelitian adalah.
H, = Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadapKualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam
mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta
menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern
diharapkan mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi
serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman
penyelewengan atau sabotase sistem. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurillah dan Muid
(2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Altamuro dan Beatty (2010),improvements of monitoring and reporting on internal control
toimprove the quality of financial reporting on the banking industry. The importance of internal control
overfinancial reporting in realizing the quality of financial reporting. Selanjutnya penelitian oleh Astuti
(2016), Sistem Pengendalian Intern mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan
terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kota Bandung, artinya semakin baik Sistem
Pengendalian Intern dalam Penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan kumunikasi, dan pemantauan, maka hal tersebut akan
meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Susilawati dan Riana (2014), juga menyatakan
bahwa sistem pengendaalian internal berpengaruh pisitif terhadap kualitas laporan
kevangan.The effectiveness of internal control over financial reporting financial reporting for more reliability
through prevention and detection procedures and error estimation (Doyle et al., 2007).Sejalan dengan
penelitian Herawati (2014), sistem pengendalian intern yang terdiri dari Lingkungan
Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan
Pemantauan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Oleh karena itu maka hipotesis kedua dari penelitian adalah:
H, = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas-
dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Pemilihan objek penelitian ini dengan
pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kota yang ada di
Provinsi Lampung dan telah memperoleh opini laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut dan pemilihan Dinas-dinas Kota Bandar
Lampung dan Kota Metro dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan ketja
pemerintah daerah, yang berarti ikut berpartisipasi dalam pengelolaan, penyusunan, dan
pelaporan laporan keuangan pemerintah. Selain itu mereka juga merupakan salah satu
pengguna laporan keuangan tersebut. Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada
metode Purposive Sampling dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (Judgment),
sehingga disebut Judgment Sampling (Hartono, 2015). Kriteria yang digunakan dalam
pengambilan sampel ini adalah:
1. Status pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Lama bekerja dibagian yang sama minimal 1 (satu) tahun.
3. Penanggung jawab atas laporan keuangan pada dinas terkait.
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Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang
berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan
langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Kuesioner yang di sebar berisi
pertanyaan mengenai Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Standar
Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengukuran kuesioner pada
penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur respons subjek
ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama (Hartono, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada para responden baik secara langsung atau dengan cara tidak langsung.
Pengumpulan data secara langsung dilakukan peneliti dengan cara mengirimkan secara
langsung kuisioner kepada pegawai yang menjadi objek penelitian sedangkan secara tidak
langsung yaitu dengan meminta bantuan kepada salah satu kolega untuk menyebarkan
kuisioner dan mengumpulkan data.

Operasional Variabel Penelitian

Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi
akuntansi tersebut oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah. Instrumen ini menanyakan bagaimana reponden memahami sistem
informasi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Variabel diukur dengan Karakteristik
yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya dimensi Kualitas sistem, kualitas
informasi dan kualitas pelayanan (DeLone and McLean, 2008).Variabel Kuesioner yang
mengukur pertanyaan- pertanyaan tersebut dengan menggunakan 5 skala likert. Adapun point
1 menunjukkan skala sangat rendah dan poin 5 menunjukkan skala yang sangat tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan 4 indikator menurut COSO yaitu :
Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,
dan pemantauan. Instrumen ini, menanyakan kepada responden untuk mengetahui bagaimana
sistem pengendalian intern yang telah berjalan menurut pendapat mereka pertanyaan-
pertanyaan tersebut dengan menggunakan 5 skala likert. Adapun point 1 menunjukkan skala
sangat rendah dan poin 5 menunjukkan skala yang sangat tinggi.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik kualitatif
laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, diukur
dengan skala likert lima dengan menggunakan lima indikator yang mengacu pada PP
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan menjadi instrumen pertanyaan yaitu
:relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model Struktual EquationModeling (SEM).
Alasan penggunaan SEM vyaitu SEM memiliki kemampuan untuk menggabungkan
pengukuran model (Measurement Model) dengan model struktural (Stuctural Model) secara
simultan dan efisien jika dibandingkan dengan teknik multivariate lainnya (Ghozali, 2014).
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan peneliti denganmenggunakan pendekatan Partial
Least Square (PLS) dan SmartPLS versi 3 sebagai softwarenya dimana PLS
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merupakanpendekatan  alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM  berbasis
covariancemenjadi berbasis varian (Ghozali, 2014). Peneliti memilih menggunakan PLS untuk
menganalisis data dikarenakan PLS dianggap software yang sangat efektif untuk digunakan
pada data yang berjumlah kurang dari 100 responden (Ghozali, 2014).

Uji Validitas

Uiji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa nyata suatu pengujian mengukur yang

seharusnya diukur (Hartono, 2015). Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dan benar. Hasil penelitian

mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya

apabila mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi. validitas

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat —tingkat atau kesahihan suatu instrumen.

Dalam penelitian ini pengujian validitas kevalidan dilakukan dengan menggunakan Partial I east

Square (PLS) dengan menguji validitas konvergen dan diskriminan.

1. Convergent Validity, dinilai berdasarkan nilai loading yang dihitung dengan PLS. Skala
pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai (Jogiyanto,2009).

2. Discriminant 1V alidity, dinilai dengan dua metode yaitu metode membandingkan square
roots atas AVE dengan korelasi vertical laten, dan metode Cross-loading menyatakan
bahwa semua item harus lebih besar dari konstruk lainnya (Jogiyanto, 2009).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen adalah kejituan atau ketepatan instrumen pengukur. Uji reliabilitas
dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran
dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama. Untuk pengujian
Reliabilitas dilakukan dengan partial least square (PLS) agar dapat menganalisis cronbach’s alpha
dan composive realibility. Sesuai dengan aturan yang dipakai bahwa Cronbach’s alpha lebih dari 0,6
menunjukkan tingkat realibiltas yang cukup baik (Hair et al, 2006 dalam Jogiyanto, 2009).

Pengukuran Struktural Modal

Dalam penelitian ini penulis meneliti struktural model dengan mengukurmenggunakan teknik

Coefficient of determinantionR*)danPath coefficient (Jogiyanto, 2009)

1. Coefficient of Determination (R?)
Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen
terhadap variabel dependen.Semakin tinggi nilai R* maka semakin baik model prediksi dari
model yang diajukan.Nilai pada R* dapat digunakan sebagai tolok ukur pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R*> 0,1 adalah yang dapat diterima

2. Path Coefficient
Tes Path Coefficient (B) adalah nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh
konstruk laten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstraping dengan
melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikan pada #statistik.Pengujian ini dilakukan
untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat. Dapat dikatakan jika antar
konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,1. Serta
hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient ada pada level
0,05.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping dengan menggunakan
analisis PLS.Kemudian untuk melihat ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis
menggunakan perbandingan nilai T-table dan Tstatistics.Jika nilai T-statistics lebih tinggi
dibandingkan nilai T-table, maka hipotesis terdukung. Untuk nilaiprobabilitas, nilai p-value
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dengan o = 5% adalah kurang dari 0,05. Nilai t-tabel untuk o = 5% adalah 1,96 (Jogiyanto,
2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif
Analisis Deskriptif Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner
yang di sebar berjumlah 108 di 18 Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kuesioner
yang kembali berjumlah 100 kuesioner. Namun hanya 90 kuesioner yang dapat digunakan
menjadi sampel dandianalisis, karena terdapat 8 kuesioner yang tidak kembali dan 10
kuesioner kembali namun tidak diisi.
Kalkulasi penyebaran kuesioner dan pengembaliannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Persentase Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No. | Keterangan Jumlah Persentase
1. Kuesioner yang disebar 108 100%

2. Kuesioner yang kembali 100 92,6%

3. Kuesioner yang tidak kembali 8 7,4%

4. Kuesioner yang tidak sesuai kriteria 10 10%

5. Kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis 90 90%

Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Karakteristik Responden
Responden pada penelitian ini berjumlah 90 orang dengan karakteristiknya dilihat dari jenis

kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja, dan jabatan.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%0)
Pria 52 57,8
Wanita 38 422
Jumlah 90 100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Tabel 4. Usia Responden

Usia Jumlah Persentase (%0)
<40 tahun 28 31,1
41-50 tahun 39 433
>50 tahun 23 25,6
Jumlah 90 100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%0)
SMA 18 20

Diploma 21 233

Sarjana (S1) 38 422
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Magister (S2)

13

145

Jumlah

90

100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Tabel 6. Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja Jumlah Persentase (%)
<5 tahun 16 17,8

6 -10 tahun 27 30

>11 tahun 47 522

Jumlah 90 100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Tabel 7. Jabatan Responden

Jabatan Jumlah Persentase (%)
Kepala Dinas 7 7,8

Sekretaris 13 14,4
Bendahara 22 24 4

Kepala Bidang 16 17,8

Staf 32 35,6

Jumlah 90 100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2018

Uji Outer Model

Pengujian model pengukuran atau outer model dilakukan untuk memastikan bahwa model
pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Validitas
model pengukuran dievaluasi dengan Comvergen VValidity dan Discriminant 1 alidity untuk
indikatornya. Convergent Validity dinilai berdasarkan nilai outer loading yang menunjukkan
korelasi antara item score dengan construct score. Dalam penelitian ini nilai loading «>0.50

dianggap baik dan layak digunakan dalam penelitian.Berikut ini adalah gambar outer loading
sebelum dieliminasi.

Tabel 8. Hasil Outer Loading Variabel Sistem Informasi Akuntansisesudah

eliminasi

No Pertanyaan | STA Keterangan
1 SIA1 0,527 Valid
2 SIA2 0,771 Valid
3 SIA3 0,673 Valid
4 SIA4 0,736 Valid
5 SIAG 0,593 Valid
6 SIA7 0,707 Valid
7 SIA8 0,671 Valid
8 SIA9 0,571 Valid

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)
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Tabel 9. Hasil Outer Loading Variabel Sistem Pengendalian Intern sesudah
eliminasi

No Pertanyaan | SPI Keterangan
1 SPI1 0,572 Valid
2 SPI2 0,531 Valid
3 SPI6 0,792 Valid
4 SPI7 0,772 Valid
5 SPI8 0,691 Valid
6 SPI9 0,732 Valid
7 SPI10 0,728 Valid

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Tabel 10. Hasil Outer Loading Variabel Kualitas Laporan Keuangan sesudah
eliminasi

No Pertanyaan | SPI Keterangan
1 KLK1 0,644 Valid
2 KLK2 0,761 Valid
3 KLK3 0,566 Valid
4 KILK4 0,804 Valid
5 KLK5 0,731 Valid
6 KLK6 0,510 Valid
7 KLK7 0,809 Valid
8 KILK8 0,679 Valid
9 KLK9 0,686 Valid

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Discriminant 1 alidity dinilai dengan melihat nilai ¢ross loading yaitu jika korelasi konstruk dengan
item pengukuran lebih besar dari konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk
laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya

Tabel 11. Cross Loading

KLK SPI SIA

KLK1 0,644 0,229 0,308
KLK2 0,761 0,406 0,410
KLK3 0,566 0,472 0,321
KILK4 0,804 0,500 0,452
KLK5 0,731 0,464 0,500
KLK6 0,510 0,165 0,290
KLK7 0,809 0,397 0,563
KLKS8 0,679 0,461 0,402
KILK9 0,686 0,544 0,535
SIA1 0,199 0,527 0,388
SIA2 0,551 0,771 0,560
SIA3 0,389 0,673 0,524
SIA4 0,440 0,736 0,522
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SIAG 0,467 0,593 0,426
SIA7 0,356 0,707 0,424
SIAS 0,409 0,671 0,630
SIA9 0,202 0,571 0,555
SPI1 0,282 0,518 0,572
SPI2 0,249 0,507 0,531
SPI6 0,496 0,540 0,792
SPI7 0,576 0,561 0,772
SPIS8 0,392 0,566 0,691
SPI9 0,531 0,525 0,732
SPI10 0,365 0,565 0,728

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Berdasarkan nilai cross loading pada Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa korelasi indikator
konstruk dari masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan
indikator lainnya. Dengan demikian nilai ¢ross loading seluruh indikator menunjukkan
discriminant validity yang baik.Selanjutnya metode lain untuk menilai diseriminat validity adalah
dengan membandingkan nilai square root of AVE setiap konstruk korelasi antara konstruk
dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar
daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka
dikatakan memiliki nilai disciminant validity yang baik (Fornell dan Lacker, 1981 dalam
Ghozali, 2014).

Tabel 12. Fornell Lacker Criterium

KLK SPI SIA
KLK 0,694

SPI 0,610 0,661

SIA 0,626 0,695 0,731

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Pada Tabel 4.20 diatas terlihat akar AVE konstruk Kualitas Laporan Keuangan dengan
konstruk lainnya adalah 0,694. Sedangkan dengan akar AVE Sistem Pengendalian Intern
adalah sebesar 0,661 dan Sistem Informasi Akuntansiadalah 0,731. Hal ini menunjukkan
akar AVE masing-masing konstruk memiliki nilai lebih tinggi dari konstruk lainnya.Sehingga
konstruk ini memiliki nilai validitas diskriminan yang baik.

Disamping uji validitas dilakukan juga uji reliabilitas.Reliabilitas diukur dengan dua kriteria
yaitu Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha.Konstruk dikatakan reliabel jika nilai keduanya
>0.60.

Table 13. Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability

Cronbach’s Alpha Composite reliability
Sistem Informasi Akuntansi | 0,825 0,865
Sistem Pengendalian Intern 0,819 0,859
Kualitas Laporan Keuangan | 0,863 0,892

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Cronbach’s Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan Composite
Reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk.Namun Composite Reliability
dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk (Jogiyanto,
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2009).Sehingga dengan melihat composite reliability setiap variabel maka dapat dikatakan bahwa
seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Inner Model

Uji inner model dilakukan dengan mengukur coeficient of determinant (R?) danPath Coefficient (B)
untuk variabel independen kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan T-statistics setiap
path.Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 13. Nilai Coefficient of Determinant (R?)

R Square

Kualitas Laporan Keuangan (KILK) 0,434

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dilihat bahwa nilai (R?) dari variabel SIA dan SPI ke variabel
KLK adalah sebesar 0,434. Hal ini berarti bahwa tingkat variasi perubahan variabel SIA dan
SPI terhadap varibel KLLK adalah sebesar 43,4% sedangkan 56,6% dijelaskan oleh variabel lain
diluar yang diteliti.

Kemudian untuk melihat signifikansi pengaruh antar variabel dapat dilakukan dengan cara
melihat koefisien jalur (path coefficient) dan nilai signifikansi T-statistics pada tabel berikut.
Konstruk dikatakan memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient>0,1.

Tabel 14. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Original | Sample | Standard | T P Hasil
Sample Mean Deviation | Statistic | Value
(0)
SIA->KLK | 0,319 0,322 0,162 1,969 0,049 Terdukung
SPI->KLK 0,382 0,403 0,142 2,695 0,007 Terdukung

Sumber: Output PLS, data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dijelaskan bahwa hubungan antar variabel sebagai berikut :
1. Koefisien jalur dari SIA ke KLK sebesar 0,319 dan dapat dikatakan bahwa konstruk
memiliki hubungan yang kuat.

2. Koefisien jalur dari SPI ke SPI sebesar 0,382 dan dapat dikatakan bahwa konstruk
memiliki hubungan yang kuat.

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping dengan menggunakan
analisis PLS. Kemudian untuk melihat ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis
menggunakan perbandingan nilai T-fable dan T-statistics.)ika nilai T-statisties lebih tinggi
dibandingkan nilai T-zable, maka hipotesis terdukung. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value
dengan « = 5% adalah kurang dari 0,05. Nilai T-tabel untuk « = 5% adalah 1,96. Nilai
koefisien jalur masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 4.25.

Hasil Uji Hipotesis I

Hipotesis pertama yang akan diuji bahwa Sistem Informasi Akuntansiberpengaruh positif
terthadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota
Metro maka berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat diketahui pengaruh langsung Sistem
Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai t-statistik sebesar
1,969>1,96 dan p-value sebesar 0,049<0,05 yang menunjukkan pengaruh tersebut signifikan,
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dan nilai koefisien jalur sebesar 0,319 yang menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi
Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota
Bandar Lampung dan Kota Metro sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis pertama
terdukung.

Hasil Uji Hipotesis 11

Pengujian hipotesis kedua bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap
Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro
memiliki t-ststistik sebesar 2,095>1,96 dan p-value sebesar 0,007<0,05 yang menunjukkan
pengaruh tersebut signifikan, dan nilai koefisien jalur sebesar 0,382 menunjukkan bahwa
variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sehingga dapat
diartikan bahwa hipotesis kedua terdukung.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini,
yaitu:

Tabel 15. Rangkuman Hasil Hipotesis
Hipotesis Deskripsi Hasil

1 Koefisien jalur wvariabel SIA ke KILK | Terdukung
sebesar 0,319 dengan nilai T-statistik
sebesar 1,969> T-tabel (1,96)

2 Koefisien jalur variabel SPI ke KLK sebesar | Terdukung
0,382 dengan nilai T-statistik sebesar
1,694> T-tabel (1,90)

E. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan daerah di dinas-dinas Kota Bandar Lampung dan Kota

Metro. Dalam penelitian ini dimana objek penelitiannya yakni pegawai yang betanggung jawab

atas laporan keuangan yang dihasilkan. Responden dalam penelitian ini yakni berjumlah 90

orang. Metode yang digunakan dalam menganalisisdata penelitian ini adalah menggunakan

Structural - Equation Model (SEM) denganmenggunakan pendekatan Partial 1east Square

(PLS).Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kualitas
Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sistem
Informasi Akuntansi adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer yang dirancang
untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data
sechingga menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak
eksternal.Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi
akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada
input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.Dengan demikian diharapkan
laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu
meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

2. Sistem Pengendalian Intern secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kualitas
Laporan Keuangan pada Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui
proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus
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menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan
terhadap aset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jadi
semakin baik Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan kumunikasi, dan pemantauan, maka
hal tersebut akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan
sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang berlaku laporan keuangan dihasilkan dari
suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.
Selanjutnya dengan adanya sistem pengendalian intern mempunyai hubungan erat dan
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik sistem pengendalian
intern dalam penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan kumunikasi, dan pemantauan, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas
laporan keuangannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi masukanuntuk penelitian-
penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas
atau instansi lainnya, khusus di Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dan indikator pada variabel sistem informasi
akuntansi dan sistem pengendalian intern yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga
menimbulkan pertanyaan yang bias.

2. Sampel penelitian tidak mencakup keseluruhan OPD pada Kota Bandar Lampung dan
Kota Metro yang memiliki opini WTP yang memungkinkan adanya perbedaan hasil
penelitian dan kesimpulan jika dilakukan penambahan objek penelitian dan daerah
penelitian yang berbeda.

3. Hanya terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Sistem Informasi
Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan.

4. Indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian
terdahulu, dengan total 28 indikator terdapat 4 indikator yang harus dihilangkan dalam
analisis data. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain yang
lebih baik lagi.

Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk

peneliti selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada Organisasi
Perangkat Daerah yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualiandan daerah
lainnya agar dapat menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel wilayah yang diteliti
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh
Sistem Informasi AkuntansiSistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan
Keuangan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel yang kiranya dapat
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
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4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pemecahan kuesioner karena sebaiknya
kuesioner tidak menggiring responden untuk menjawab setuju sehingga hasilnya dapat
bias.

5. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini serta mengurangi biasnya
jawaban responden, maka perlu dilakukan pengujian dan penyempurnaan kuesioner yang
digunakan dalam penelitian.
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ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris konsistensi penyerapan
anggaran dan realisasi penyerapan anggaran sesudah diterapkannya aplikasi Electronic Monitoring
Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) Pada Satker Kementerian Agama Di Seluruh Provinsi
Lampung. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 4.416 data pada periode 2012 s.d
2013 sebelum menggunakan aplikasi e-MPA dan periode 2015 s.d 2016 setelah menggunakan
aplikasi e-MPA. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengakses
situs  http://www.kemenag.go.id. Analisis yang dipakai menggunakan uji beda dengan
menggunakan alat uji statistik SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beda
konsistensi penyerapan anggaran dan terdapat beda pada realisasi penyerapan anggaran setelah
diterapkannya aplikasi e-MPA. Namun beda yang terjadi adalah beda penurunan yang
dijelaskan pada hasil statistik mean konsistensi penyerapan dan mean realisasi penyerapan
anggaran yang mengindikasikan bahwa tidak adanya goa/ congruence yang disebabkan pola
komunikasi, dukungan informasi, dan pemahaman pada guidelines dari aplikasi e-MPA yang
kurang tepat

Kata Kunci: Konsistensi Penyerapan Anggaran, Realisasi Penyerapan Anggaran, Capaian
Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-
MPA), Technology Task Of Fit.
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A. PENDAHULUAN

KondisipenyerapananggaranKementerian/LembagahinggaakhirAgustus2011adalahseb
esar Rp185,91triliundari totalPagu DIPAK/L (Rp. 436triliun)atau sebesar 43%. Sementara itu,
bila dilithat menurut jenis belanja, dari keempat jenis belanja, yakni belanjapegawai,
belanjabarang, belanjamodal, danbantuan,hanyabelanja pegawai yang memiliki penyerapan
anggaran yang cukup tinggi yakni 75%
sedangkanbelanjalainnyamasihdibawah50%,yaknibelanjabarang37%,belanja modal
28%,bantuan sosial 40%. Sampai akhir Desember 2011 kondisi penyerapan anggaran
Kementerian/ Lembaga sebesar Rp. 473,36 triliun dari total pagu DIPA K/L sebesar Rp.
548,46 triliun atau sebesar 86,31%. Bila dilithat menurut jenis belanja maka belanja pegawai
memiliki penyerapan anggaran yang paling besar yakni 95,99%, sedangkan belanja lainnya,
yakni belanja barang 79,33%, belanja modal 80,63%, bantuan sosial 86, 64%. Berdasarkan
data-data tersebut, maka perlu perbaikan dalam kinerja pelaksanaan anggaran, oleh karena itu
sejumlah Kementerian/Lembaga berupaya melakukan perbaikan dalam penyerapan anggaran.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI (Media Indonesia, 2012)
dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran Kemenag pada tahun 2012, menyebutkan
bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran di Kemenag masih perlu diperbaiki
terutama pada pola penyerapan anggaran yang sering dilakukan pada akhir masa anggaran.
Sekretaris Jenderal Kemenag RI menambahkan, secara umum pola kinerja pelaksanaan
anggaran tersebut selalu lambat pada triwulan I sampai triwulan III. Optimalisasi anggaran
tersebut lebih banyak dikebut pada triwulan IV, sehingga tidak baik dan berpeluang tidak
efektifnya anggaran (Media Indonesia, 2012).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Goodhue dan Thompson (1995), yaitu tentang kesesuaian antara kemampuan teknologi
dengan tuntutan pekerjaan, suatu kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Dishaw
dan Strong (1999) menyebutkan bahwa teoti task/technology fit menjelaskan kerangka yang
merupakan faktor-faktor dan risiko-risiko yang berhubungan dengan implementasi teknologi
informasi dalam organsasi yang dapat diidentifikasi.
Beberapa penelitian terdahulu di beberapa negara telah ditemukan praktik-praktik dalam
pengguaan aplikasi electronic  government dalam sistem pemerintahannya. Chang (2012)
menyebutkan bahwa implementasi e-government di China berevolusi sesuai dengan kebutuhan
perkembangan masa dengan perbedaan implementasi yang lebih mengarah pada transparansi
dan pembatasan kekuasaan namun memperhatikan kekuatan hubungan horizontal dengan
masyarakat. Stanimirovic dan Mirko (2013) mengatakan bahwa beberapa negara di Uni Eropa
saat ini kurang dalam hal regulasi dan belum memiliki metodologi yang tepat dalam
mengevaluasi kebijakan e-government sehingga dalam jangka panjang masih minim kualitas
konsep, perencanaan, dan implementasi kebijakan e-government. Kareem dan Haseeni (2015)
menemukan bahwa aplikasi e-government mampu meningkatkan kinerja organisasi. Temuan
penting dalam risetnya adalah di Najaf, India, belum terdapat banyak dukungan regulasi yang
mendukung e-government.

Imran (2011) mengatakan aplikasi sistem monitoring penyerapan anggaran berbasis
website dapat untuk mengevaluasi permasalahan penyerapan anggaran, antara lain informasi
yang dihasilkan adalah kinerja bendaharawan kegiatan dalam melakukan penggunaan anggaran,
evaluasi pengeluaran dengan target realisasi anggaran. Sejalan dengan penelitian Kurniadi
(2015) Sistem Informasi yang dikembangkan berbasis web ini dapat membantu dalam
membuat dan menyusun rencana kerja dan anggaran, serta memberikan informasi rencana
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kerja dan anggaran secara langsung dan jelas pada pihak terkait sehingga kegiatan penyusunan
dan monitoring lebih mudah dan bisa dilakukan diberbagai tempat.

Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui perbedaan capaian kinerja pelaksanaan anggaran
sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi e-MPA. mendeskripsikan secara obyektif capaian
kinerja pelaksanaan anggaran pasca implementasi aplikasi e-MPA pada satker Kementerian
Agama di seluruh provinsi Lampung, dengan harapan dapat memberikan bukti dan gambaran
yang lebih nyata mengenai keberhasilan e-MPA dalam capaian kinerja pelaksanaan anggaran.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsistensi Realisasi Serapan Anggaran

Merujuk pada publicinterest theory bahwa regulasi diciptakan agar dapat memaksimalkan
kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial direpresentasikan dengan adanya
kemampuan lembaga negara dalam pelayanan masyarakat dibuktikan dengan kinerja yang
baik. Kinerja yang baik tersebut diukur dengan regulasi tertentu sebagai standar dalam
penilaian suatu lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan teori agensi,
lembaga negara merupakan agen yang wajib melaporkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai
prinsiple. Salah satu regulasi dalam kaitannya dengan kedua teori tersebut adalah. Peraturan
Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011. PMK No.249 Tahun 2011 tersebut menyebutkan
bahwa kinerja pada aspek implementasi merupakan aspek evaluasi kinerja atas pelaksanaan
RKA-KL tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran, indikator yang
diukur salah satunya adalah konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Dengan
demikian, salah satu pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai PMK No. 249 Tahun 2011
adalah dengan menempatkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebagai salah
satu indikator keberhasilan kinerja. Konsistensi yang dimaksud tercantum pada aplikasi e-
MPA berisi tentang data perencanaan target penyerapan anggaran selama satu tahun dan
realisasi pelaksanaan anggaran yang dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Dalam PMK
249 Tahun 2011 disebutkan bahwa nilai konsistensi seharusnya sesuai antara perencanaan
dan target anggaran yang artinya tidak kurang atau tidak lebih dari target tersebut. Dengan
demikian, apabila realisasi anggaran melebihi anggaran yang ditetapkan maka dianggap tidak
konsisten. Aplikasi e-MPA bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja Kemenag.
Asumsinya, dengan adanya dukungan e-MPA, konsistensi yang dihasilkan oleh lembaga
negara ini semakin baik. Sugiarto dan Mutiari (2016) mengatakan konsistensi terjadi adanya
relasi kepentingan antar semua aktor dari proses perencanaan sampai penganggaran dengan
mempunyai tujuan yang sama dalam mencapai visi misi daerah. Sedangkan Gea (2000)
mengartikan konsisten sebagai kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Berdasarkan teort
dan beberapa penelitian sebelumnya tentang konsistensi antara perencanaan dan
implementasi, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.
H,: Terdapat beda konsistensi realisasi serapan anggaran sebelum dan setelah penerapan e-
MPA

Penyerapan Anggaran

Berdasarkan public intetest theory, anggaran yang diserap dan digunakan untuk
membiayai program untuk masyarakat adalah sebagai bentuk ketercapaian kinetja yang baik
(Mardiasmo, 2002). Dengan demikian, penyerapan anggaran dengan dukungan sistem berupa
aplikasi e-MPA yang dapat digunakan untuk pengawasan ketercapaian anggaran. Hal ini akan
mendorong peningkatan kinerja dalam bentuk realisasi program untuk kesejahteraan
masyarakat. Penelitian terdahulu berkaitan dengan anggaran yaitu penelitian Locke (1968)
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dalam Kenis (1979) menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
signifikan dengan kinerja manajerial. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kennis
(1979) pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran cenderung memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap sikap dan kinerja anggaran para manajer. Selanjutnya hasil
penelitian Kenis (1979) diperkuat (Pasoloran, 2002) bahwa variasi dalam karakteristik
penganggaran memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja manajerial.Disisi lain
berdasarkan teoti zask/technology fit, kinetja manajerial dalam hal ini adalah serapan anggaran
dengan laporan berbasis teknologi ditentukan oleh beberapa hal. Chua dan Lam (2005)
menyebutkan adanya manajemen mengalami kegagalan dalam penggunaan teknologi adalah
akibat kurang tepatnya sistem teknologi yang digunakan dengan manajemen organisasi. Selain
itu, Turner, ¢ al. (2008) juga menyebutkan adanya perbedaan antara desain teknologi dan
faktor lingkungan pengguna teknologi yang menyebabkan perbedaan hasil dari penggunaan
teknologi. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang realisasi penyerapan anggaran
dengan dukungan sistem berupa aplikasi e-MPA, dapat dikembangkan hipotesis kedua
sebagai berikut:

H,: Terdapat beda realisasi serapan anggaran sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-MPA.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja (satker) dibawah naungan Kanwil
Kementerian Agama. Provinsi Lampung. Dengan data observasi 4.416 data.

Tabel 1. Jumlah Observasi Penelitian

Jumlah Satuan kerja (Satker) | : | 109
dibawah naungan Kanwil
Kemenag Propinsi Lampung

Dikurangi sampel dengan data | : | (17)

tidak lengkap
Jumlah sampel akhir 192
Dikalikan dengan data bulanan | : | 12

Dikalikan dengan 2 tahun |: | 4

sebelum penggunaan e-MPA

dan 2 tahun sesudah penerapan

e-MPA

Total observasi : | 4.416
Sumber: Data observasi dengan aplikasi e-MPA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara mengakses
data dan mengobservasi data sekunder berupa laporan perencanaan dan penyerapan anggaran
pada aplikasi e-MPA satu persatu satker dibawah naungan Kantor Kementerian Agama
Provinsi Lampung dengan mengamatisatu persatu aplikasi e-MPA satkerpada alamat situs
http://e-mpa.kemenag.go.id

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran pada aplikasi e-MPA dengan lima indikator berupa pertama laporan pagu anggaran,
kedna laporan komposisi anggaran menurut jenis belanja, &e#iga laporan konsistensi serapan
anggaran, keempal laporan realisasi serapan anggaran, kelma laporan capaian pelaksanaan
kegiatan kunci. Namun hanya menggunakan 2 variabel yaitu laporan konsistensi serapan
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anggaran dan laporan realisasi serapan anggaran dikarenakan hanya kedua data tersebut yang
tersedia lengkap pada aplikasi e-MPA

Pengukuran konsistensi realisasi serapan anggaran (K) dilakukan untuk mengukur
konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan
ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan. Sementara Pengukuran realisasi
penyerapan anggaran (P) digunakan untuk menilai seberapa besar anggaran yang telah
digunakan untuk membiayai kegiatan. Pengukuran kedua variabel tersebut merujuk pada
PMK No. 249 Tahun 2011 pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 yang menjelaskan
bahwa pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap
indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah
direncanakan sebelumnya.

Pengukuran konsistensi:

Keterangan :
K : Konsistensi

RA : Realisasi anggaran

RPD : Rencana penarikan anggaran

J=

25::1 RA bulan ke j

Zi::l RPD bulan ke j

Pengukuran Realisasi Penyerapan Anggaran:

Keterangan :

P: Penyerapan anggaran

RA: Akumulasi realisasi anggaran satuan kerja

PA: Akumulasi pagu anggaran satuan kerja

P = RAK?L{]{]“,J’
— _PJ'-"L +]

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata sampe/
berpasangan karena akan membandingkan rata-rata dari dua variabel. Dalam menganalisis data
membutuhkan perangkat lunak yaitu SPSS versi 22.

Data yang ada merupakan data non parametik, maka dalam menguji data digunakan uji
Wilcoxon yaitu dengan menguji data non parametik, artinya data tersebut tidak berdistribusi
normal serta data bertipe interval atau ratio, maka uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis
hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak.

HASIL

Descriptive Statistics

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation
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x1_before ,900833

2208 [,18045 3,58823 1 , 18708114
x1_after ,870210

2208 [,12045 2,42852 1 ,23891307
x2_before 078724

2208 {,00206 ,47510 0 ,04342509
x2_after ,074338

2208 {,00000 ,50419 ) ,03810840
Valid
ald - N oo0s
(listwise)

a.  x1 = Konsistensi Penyerapan Anggaran

b.  x2 = Realisasi Penyerapan Anggaran

Sumber: Output SPSS Versi 22

Berdasarkan Tabel 4.1 statistik deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai maksimum
untuk variabel konsistensi penyerapan anggaran (X1) sebelum diterapkan penerapan aplikasi
e-MPA adalah 3,588226. Dan untuk nilai minimum untuk variabel konsistensi penyerapan
anggaran (X1) sebelum diterapkan penerapan aplikasi e-MPA adalah 0,1804469. Adapun nilai
maksimum konsistensi penyerapan anggaran setelah aplikasi e-MPA yaitu 2,428521. Dan nilai
konsistensi penyerapan anggaran terendah setelah penerapan aplikasi e-MPA  adalah
0,120446. Pada nilai mean untuk variabel konsistensi terdapat penurunan sebesar 0,030623.
Nilai maksimum sebelum diterapkan aplikasi e-MPA untuk variabel x2 realisasi penyerapan
anggaran 0,47510111. Dan untuk angka penyerapan anggaran terendah sebelum diterapkan
aplikasi e-MPA dengan nilai 0,00205619. Sedangkan, setelah diterapkan aplikasi e-MPA nilai
maksimum untuk penyerapan anggaran bernilai 0,504186. Dan posisi terendah dalam
penyerapan anggaran setelah penerapan aplikasi e-MPA adalah dengan nilai 0,0000. Hal ini
juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada nilai maksimum sebesar 0,0291 pada
variabel penyerapan anggaran setelah penerapan aplikasi e-MPA. Nilai mean pada variabel X2
juga memiliki kondisi yang sama yaitu sebelum penggunaan aplikasi e-mpa lebih besar
dibandingkan setelah implementasi aplikasi e-mpa.

Test Statistics”

x1_after -|x2_after -
x1_before |[x2_before
Z -5,393" -1,672°
A . Sig. (2-
Sy Sig (2 0 094
tailed)

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Sumber: Output SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil output yang tersaji dalam Tabel tersebut Nilai Asymp.Sig masing-masing
variabel adalah 0,000dan 0,094. Hipotesis 1 memiliki hasil dengan nilai signifikansi kurang dari
0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% danhipotesis 2 memiliki hasil dengan nilai signifikansi
kurang dari 0,1 dengan tingkat kepercayaan 90%. Dengan demikian, Hipotesis 1 dan hipotesis
2 diinterpretasikan bahwa kedua variabel tersebut terdapat beda rata-rata dari dua kelompok
data.
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D. PEMBAHASAN
Konsistensi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil Uji Beda Wilcoxon untuk variabel konsistensi penyerapan anggaran,
nilai Asymp Sig-nya adalah 0,000 atau kurang dari nilai « 0,1 sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis 1 didukung. Artinya, konsistensi penyerapan anggaran sebelum dan setelah e-
MPA menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan demikian, hasil statistik ini menunjukkan
bahwa beda yang terjadi pada variabel konsistensi penyerapan anggaran sebelum dan setelah
implementasi e-MPA adalah terjadi penurunan konsistensi dalam penyerapan anggaran.
Adapun definisi konsistensi dalam penyerapan anggaran adalah kondisi pada saat adanya
kesesuaian antara perencanaan target penyerapan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran
yang dilaporkan secara berkala setiap bulannya (PMK No. 249 Tahun 2011) yang mana
seharusnya nilai realisasi pelaksanaan anggaran adalah bernilai 100% dari rencana anggaran.
Hasil statistik juga menunjukkan bahwa nilai variabel konsistensi pada saat setelah e-MPA
mengalami penurunan, sehingga penggunaan aplikasi e-MPA tidak mampu meningkatkan nilai
konsistensi penyerapan anggaran. e-MPA merupakan aplikasi yang muncul dengan adanya
regulasi yang digulirkan oleh Pemerintah dengan fungsi utama sebagai pengawasan
sebagaimana public interest theory. Regulasi disusun untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan
masyarakat. Wujud kesejahteraan tersebut dalam hal ini adalah dengan berjalannya program
yang telah dibuat oleh Pemerintah. Serapan anggaran yang inkonsisten antara rencana dan
realisasinya menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu memaksimalkan perannya dalam
merealisasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasaran hasil
statistik tersebut, aplikasi e-MPA belum mampu mendorong konsistensi antara rencana
anggaran dan realisasi anggaran. Adanya penurunan konsitensi atau peningkatan dalam
inkonsistensi serapan anggaran diindikasikan karena over load tugas operator keuangan yang
disebabkan karena banyaknya jenis aplikasi pelaporan keuangan yang menuntut pelaporan
yang tepat waktu dengan jenis aplikasi yang berbeda. Menurut Goodhue dan Thompson
(1995) dalam zask/ technology fit theory disebutkan teknologi akan mampu mendukung tugas jika
teknologi tersebut didukung dengan kemampuan individu dan dukungan lingkungan kerja
yang sesual. Dalam hal ini, operator keuangan diindikasikan kurang terdukung dalam hal
kemampuan menggunakan teknologi akibat banyaknya aplikasi yang wajib digunakan untuk
media pelaporan serta ada indikasi kurangnya dukungan dalam lingkungan manajemen,
misalnya kurangnya tenaga operator agar tidak overload dalam menggunakan aplikasi pelaporan
keuangan. Teori kontijensi yang disebutkan oleh Gordhon dan Miller (1976), Otlley (1980),
dan Fischer (1998) juga menyebutkan bahwa sebuah sistem informasi akuntansi dan
pengendalian seperti halnya pengawasan yang menjadi tujuan aplikasi e-MPA ini hanya akan
berjalan dengan baik apabila didukung oleh lingkungan kerja, kemampuan sumber daya
manusia, dan strategi yang digunakan agar mencapai tujuan walapun dihadapkan dengan
kondisi yang berbeda. Temuan dalam penelitian ini menujukkan adanya perubahan kondisi
pada sebelum dan setelah implementasi aplikasi e-MPA. Perubahan kondisi tersebut adalah
adanya perubahan sistem pengendalian dalam bentuk pengawasan pelaksanaan anggaran yang
semula tidak dilaporkan dengan sebuah aplikasi menjadi laporan dengan aplikasi yang
memerlukan kesiapan sumber daya yang tepat untuk menjalankannya. Faktor lingkungan yang
dihadapkan dengan pertambahan jenis aplikasi yang harus digunakan oleh operator
menyebabkan perubahan lingkungan kerja bagi karyawan.

Penyerapan Anggaran
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Berdasarkan hasil Uji Beda Wilcoxon untuk variabel penyerapan anggaran, nilai Asynzp
Sig.-nya adalah 0,094 atau kurang dari nilai « 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2
didukung. Artinya, penyerapan anggaran sebelum dan setelah e-MPA menunjukkan hasil yang
berbeda. Aplikasi e-MPA berfungsi sebagai alat penyediaan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran
yang transparan, efisien, efektif dan akunTabel. Pada intinya, aplikasi e-MPA akan
mendorong peningkatan penyerapan anggaran schingga mendorong kinerja dalam bentuk
realisasi program untuk kesejahteraan masyarakat. Aplikasi e-MPA juga merupakan
perwujudan agency theory yang mana dengan penggunaan aplikasi e-MPA ini mendorong
pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal. Namun,
dalam penelitian ini hasil statistik menunjukkan bahwa serapan sebelum impementasi e-MPA
cenderung lebih besar daripada setelah aplikasi e-MPA. Ada beberapa alasan yang mendasari
temuan ini. Berdasarkan teoti fask/technology fit, Dishaw dan Strong (1999) menyebutkan ada
faktor-faktor dan risiko-risiko dalam implementasi teknologi informasi dalam organsasi.
Kegagalan teknologi informasi dalam suatu organisasi diantaranya tidak mampu mengubah
suatu kondisi ke kondisi lain yang diharapkan. Turner, e a/. (2008) menemukan bahwa
keberhasilan suatu teknologi informasi untuk mendukung organisasi adalah harus memiliki
terdapat goal congruence antara atasan dengan bawahan. Dengan demikian perbedaan persepsi,
pemahaman, dan arah tujuan di masa depan akan menyebabkan perbedaan cara kerja terhadap
penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia harus sesuai
dengan desain tugas yang diberikan dengan menggunakan teknologi informasi. Demikian pula
dengan konsep desain harus tepat sesuai tujuan penggunaannya (Turner, ez al., 2008).

Selain itu, Turner, e al (2008) juga menjelaskan bahwa lingkungan manajemen
pengguna teknologi informasi dalam organisasi juga mempengaruhi keberhasilan organisasi.
Gebauer, et al. (2006) menyebutkan kinerja dengan basis teknologi dipandang secara umum
sebagai kesatuan kerja yang berdasarkan tujuan bersama dengan memberikan tugas individu.
Pemberian tugas individu untuk mendukung pencapaian tujuan bersama biasanya dihadapkan
dengan komunikasi, pemahaman pada guzdelines, dukungan pemrosesan informasi. Dengan
demikian, serapan anggaran setelah penggunaan e-MPA yang belum menunjukkan
peningkatan dari sebelum penggunaan e-MPA merupakan indikasi adanya kemungkinan tidak
adanya goal congruence yang disebabkan oleh pola komunikasi, dukungan informasi, dan
pemahaman pada guidelines dari aplikasi e-MPA yang kurang maksimal.

Selain itu, aplikasi e-MPA difungsikan sebagai pengawas dalam hal realisasi anggaran,
sehingga penilaian keberhasilan suatu Satker dalam realiasasi anggaran dengan aplikasi e-MPA
kurang tepat. Namun, hal ini juga dapat menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti mengingat
bahwa e-MPA merupakan salah satu aplikasi yang muncul akibat adanya regulasi dan ditujukan
untuk memenuhi kewajiban agen terhadap prinsipal. Disamping itu, operator di dalam
lingkungan Kementrian Agama dihadapkan dengan berbagai tugas dengan berbagai aplikasi
yang mewajibkan untuk digunakan dan dilaporkan, sehingga ini menjadi indikasi kelebihan
beban kerja dalam tugas sebagai operator keuangan.

Perbedaan serapan anggaran setelah penggunaan aplikasi e-MPA yang menunjukkan
penurunan sebagaimana terjadi hal yang sama dengan variabel konsistensi serapan anggaran
juga dapat dijelaskan dengan alasan yang sama menurut teori Kontijensi. Faktor perubahan
lingkungan akibat penambahan jenis aplikasi baru, teknologi informasi yang baru, kesiapan
sumber daya yang mengoperasikan menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi untuk
mencapai tujuan walaupun dihadapkan dengan metode pelaporan yang berbeda.

E. SIMPULAN DAN SARAN
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Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan capaian kinerja sebelum dan
sesudah penggunaan aplikasi e-MPA. Mendeskripsikan secara obyektif capaian kinerja
pelaksanaan anggaran pasca implementasi aplikasi e-MPA pada satker kementeriaan agama di
seluruh provinsi Lampung, dengan harapan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih
nyata mengenai keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang dilaporkan melalui
aplikasi e-MPA.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat penelitian ini, disimpulkan bahwa

hipotesis 1 didukung. Artinya, konsistensi penyerapan anggaran sebelum dan setelah e-MPA
menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa beda yang terjadi
pada variabel konsistensi penyerapan anggaran sebelum dan setelah implementasi e-MPA
adalah terjadi penurunan konsistensi dalam penyerapan anggaran. Adapun definisi konsistensi
dalam penyerapan anggaran adalah kondisi pada saat adanya kesesuaian antara perencanaan
target penyerapan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang dilaporkan secara berkala
setiap bulannya (PMK No. 249 Tahun 2011) yang mana seharusnya nilai realisasi pelaksanaan
anggaran adalah bernilai 100% dari rencana anggaran.
Dari hasil uji hipotesis variabel penyerapan anggaran dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2
didukung. Artinya, penyerapan anggaran sebelum dan setelah e-MPA menunjukkan hasil yang
berbeda. Namun, dalam penelitian ini hasil statistik menunjukkan bahwa serapan sebelum
implementasi e-MPA cenderung lebih besar daripada setelah aplikasi e-MPA. Dengan
demikian, serapan anggaran setelah penggunaan e-MPA yang belum menunjukkan
peningkatan dari sebelum penggunaan e-MPA merupakan indikasi adanya kemungkinan tidak
adanya goal congruence yang disebabkan oleh pola komunikasi, dukungan informasi, dan
pemahaman pada guidelines dari aplikasi e-MPA yang kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan
konsep teoti Task/ Technology Fit dan teori Kontijensi. Kedua teoti tersebut juga menjelaskan
bahwa suatu sistem informasi dan teknologi akan berhasil apabila didukung oleh lingkungan,
kesiapan sumber daya manusia, dan ketepatan strategi yang digunakan oleh organisasi dalam
penggunaan teknologi tersebut.
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Abstract

This study is aimes to determine the effect of financial statements reviews on the quality of local financial
Statement reports with an understanding of the goverment accounting standards as a moderation variable. This
research is a quantitative research, the research used to examine the population or a particular sample, data
collection using research instruments, quantitative data analysis | statistics with the aim to test the hypothesis
that has been set. The research method used survey method conducted by using questionnaire which first tested
the validity and reliability, data collection is also done by observation

The population in this study are all Inspectorate in all regions of the Province of Lampung. Respondents in this
study were all functional officers and other officials who are members of the Review team at each inspectorate at
all regions in the Province of Lampung. The results of data analysis showed that first, the process of review for
local government financial statements have positive effect on the quality of local government financial reports,
and an understanding of the government accounting standards by APIP did not moderate the relationship
between the review process with the quality of local government financial reports.

Key words: internal andit, review, goverment accounting standards.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekonomi
Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Keberadaan
perbankan syariah dimulai sejak terbitnya undang undang yang menjadi pendorong
hadirnya sistem perbankan berbasis syariah yaitu Undang Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut diganti dengan
Undang Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai sistem perbankan syariah dengan lebih
jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang undang
tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan dwal banking system atau sistem
perbankan ganda, yaitu perbankan konvensional dapat beroperasi secara berdampingan
dengan sistem perbankan syariah sebagai suatu unit bank syariah atau unit usaha syariah.
Tetapi hal tersebut belum mendorong pertumbuhan perbankan syariah karena masih
dipengaruhi oleh sistem perbankan konvensional, sehingga belum terlihat perbedaan yang
mencolok mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional.
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Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai
Perbankan Syariah, sistem perbankan ganda yaitu sistem perbankan konvensional dan
sistem perbankan syariah kini semakin kuat pada penerapannya di Indonesia dikarenakan
adanya kepastian hukum bagi para nasabah dan menjadikan perbankan syariah sebagai
landasan hukum yang jelas dilihat dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya.
Dengan adanya Undang Undang tersebut juga memberikan kenyamanan dalam
menggunakan produk produk Perbankan Syariah dan juga dapat memicu peluang yang
lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan
yang sesuai dengan sistem syariat Islam.

Dalam ekonomi Islam telah diatur mengenai distribusi hasil usaha (laba bersih)
perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait.Pendistribusian ini telah diatur oleh hukum-
hukum Islam yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta,
pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan juga
mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Konsep
pendistribusian laba diatur dalam syirkah yang mengandung prinsip bahwa pendekatan
pendistribusian  laba  juga mempertimbangkan  kemungkinan akan  kerugian
perusahaan.menurut Ibnu Al-A’rabi dalam Nurhayati (2009) prinsip keadilan akan lebih
dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip
dasar dalam ekonomi Islam yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil.

Pada umunya laba dipandang sebagai dasar dalam perhitungan perpajakan,
penentuan kebijakan pembayawan deviden, pedoman investasi, pengambilan keputusan,
dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaoui, 1997).Laba juga dianggap sebagai ukuran
efisiensi, dimana laba merupakan ukuran dari kepengurusan manajemen atas pengelolaan
sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha
perusahaan.Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, termasuk juga
konsep laba dalam Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah sendiri timbul seiring dengan
perkembangan sistem ekonomi islam yang ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan
syariah, baik yang berbentuk bank maupun non bank. Ada dua konsep Islam yang
berkaitan dengan pembahasan konsep laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat
dan sistem tanpa bunga.

Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya
merupakan kewajiban agama.Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh
pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah
kepada Allah SWT.Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-
barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak,
hasil pertanian, dan juga laba dari kegiatan usaha.Hal ini memerlukan penilaian dan
konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan
(Iwan T dan Moch.As’udi, 2001).Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran
zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik
kepentingan dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat
diminimalisir sebaik mungkin.

Undang Undang no. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang
memperkenankan BAZ/ILAZ berketjasama dengan pihak perbankan dalam penatikan
zakat dari para nasabah sangat besar artinya dalam mendorong pengamalan zakat.
Beberapa perbankan syariah tercatat telah mendaftarkan LAZ yang mereka dirikan sendiri
dan jika dibandingkan dengan BAZ/1.AZ lain, pengelolaan zakat oleh perbankan syariah
tampaknya lebih unggul dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
yang memadai, kemampuan manajerial dan administratif pengelola yang relatif lebih baik,
dan adanya pelayanan khusus untuk pembiayaan masyarakat ekonomi lemah dalam
bentuk pembiayaan a/-gard hasan dari dana zakat yang dikelola oleh bank syariah.
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Paparan di atas tampak bahwa pengembangan zakat dan perbankan syariah harus
berjalan sinergis.KKemajuan pesat industri perbankan syariah saat ini seharusnya dapat menjadi
faktor pendorong pengumpulan dan pendistribusian zakat.Hal ini mengingat pertumbuhan
perbankan syariah pada hakikatnya merefleksikan menguatnya perekonomian umat sebab
berbeda dengan bank konvensional yang dapat terus tumbuh terlepas dari sektor riil,
pertumbuhan bank syariah senantiasa sejalan dan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan di
sektor riil.

Dari semua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konsep untuk penentuan dan
penilaian laba sangatlah penting dalam akuntansi syariah, baik yang berhubungan dengan
operasional perbankan syariah mauan lembaga keuangan syariah lainnya, sekaligus Dalam
melakukan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan
keuangan daerah. Dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola dana secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan diatur
dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD. Bentuk dan isi laporan
keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah setidaknya tidaknya terdiri dati
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL sebagai laporan pelaksanaan anggaran.
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas sebagai
laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan yang merinci
atau menjelaskan pos pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan audit atas LKPD tahun 2015.

Dari 15 Pemerintah Daerah yang menyampaikan LKPD, masih terdapat 4 Pemerintah
Kabupaten yang memperoleh opini WDP dan 14 Kabuapten/Kota sudah memperoleh opini
WTP. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah
belum memperoleh opini WTP adalah karena kelemahan dalam penyajian laporan keuangan
yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Peran APIP sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Salah satu tugas dan peran APIP yang bersentuhan langsung dengan
laporan keuangan pemerintah daerah adalah reviu laporan keuangan. Jika proses reviu ini
dilaksanakan dengan baik dan memadai dengan didukung oleh pereviu yang memiliki
pemahaman standar akuntansi yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di
atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian adalah: (1) Apakah proses reviu laporan
keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh inspektorat berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Apakah pemahaman standar akuntansi
pemerintahan dapat memoderasi pengaruh proses reviu terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Audit internal adalah aktifitas mandiri/independen yang memberikan jaminan
keyakinan serta konsultasi yang didesain untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan
kegiatan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam upayanya mencapai
tujuan dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektifitas resiko manajemen, pengendalian dan proses tata kelola.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008  tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: reviu adalah prosedur
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penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang
harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk
memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas
laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian
Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) yang ditandatangani oleh Inspektur.
LHR disajikan dalam bentuk Surat yang memuat Pernyataan Telah Direviu. Pernyataan telah
direviu dapat berupa pernyataan dengan paragraf penjelas atau tanpa paragraf penjelas. Reviu
atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyusunan Pernyataan Tanggung Jawab (PT]J)
oleh kepala daerah (statement of responsibility) atas laporan keuangan sebelum laporan keuangan
tersebut disampaikan kepada BPK. Pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa
laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Adanya kegiatan reviu terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh APIP jika dilaksanakan dengan baik dan
memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri, kemungkinan salah saji
dalam laporan keuangan bisa dikurangi dengan adanya kegiatan reviu (Humiang et.al , 2015).
Kualitas reviu yang baik bahkan berpengaruh terhadap jumlah temuan BPK. Semakin bagus
kualitas reviu yang dilakukan inspektorat maka jumlah temuan BPK akan semakin sedikit

(Widarsih, 2015).

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Satuan kerja perangkat daerah sebagai entitas akuntansi harus dapat menyusun laporan
keuangan yang menjadi kewajibanya karena laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama
satu periode. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. Untuk dapat menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan
yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka diperlukan
pemahaman yang baik dari pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja. Muhaimin dan
Yunitarini (2009) menyatakan bahwa pemahaman aparat atas SAP berpengaruh terhadap
penerapan SAP dan implementasi sistem akuntansi pemerintahan di pemerintah
kabupaten/kota eks Karesidenan Pekalongan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dipahami oleh aparatur pemerintah
daerah karena tingkat pemahaman SAP oleh aparatur pemerintah daerah akan berkontribusi
menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan relevan untuk
pengambilan keputusan (Setyaningsih, 2013).Auditor pada APIP termasuk dalam rumpun
jabatan akuntansi dan anggaran. Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Kompetensi
teknis yang harus dimiliki oleh setiap auditor pada umumnya adalah auditing, akuntansi,
administrasi pemerintahan dan komunikasi (BPKP, 2008).

Adanya proses reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan
oleh APIP yang berkompeten dengan memiliki pemahaman akuntansi pemerintahan yang baik
diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen
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penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan (Sugiyono 2014). Metode penelitian yang digunakan menggunakan
metode survey yang dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang terlebih
dahulu dijuji validitas dan reabilitasnya, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Inspektorat se-Provinsi Lampung.
Penelitian ini menggunakan teknik nomprobability sampling yaitu teknik sampling yang tidak
memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi. Sample
diambil melalui metode purposive sampling dimana responden sengaja dipilih berdasarkan
kriteria yang ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini
adalah APIP yang menjadi anggota tim reviu LKPD.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat fungsional dan pejabat lainnya
yang menjadi anggota tim reviu LKPD pada masing masing inspektorat se-Provinsi Lampung,.
Responden ini dipilih dalam penelitian ini karena menurut peneliti dapat mewakili masalah
yang dirumuskan dalam penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa persepsi (opini, sikap,
pengalaman) APIP yang menjadi anggota tim reviu LKPD. Penelitian ini juga menggunakan
data sekunder dari studi literatur dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan data dari responden digunakan instrumen penelitian berupa
Kuesioner yang akan diantar sendiri oleh penulis, instrumen dalam kuesioner berisi berbagai
pertanyaan/pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Kuesioner
terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama yang berisi data pribadi responden dan bagian
kedua berisi pertanyaan dari masing masing operasional variabel. Observasi yang dilakukan
berupa pengamatan langsung dan pengambilan data dari anggota tim reviu LKPD.

Penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Tabel 1. Operasional Variabel.

Variabel Dimensi Indikator Kuesioner
No
Kualitas LKPD Relevan 1. manfaat umpan 1 (K1)
balik, 2 (K2)
(Peraturan 2. manfaat prediktif, 3 (K3)
Pemerintah 3. tepat waktu dan 4 (K4)
Nomor 71 Tahun 4. lengkap
2010; Beest, Andal 5 (K5)
Braam dan 5. Penyajiannya jujur | 7 (K7)
Boelens (2009) 6. Dapat 6 (Ko)
diverifikasi/diuji
7. Informasi bersifat
Dapat dipahami netral 8 (K8)
8. Bentuk dan istilah
dapat dipahami
Dapat 9 (K9)

dibandingkan

10 (K10)
9. Konsistensi

penerapan kebijakan | 11 (K11)
akuntansi
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10. Perbandingan
internal antar waktu
11. Perbandingan
eksternal antar
entitas
Pemahaman SAP | Pemahaman umum | 1. Tujuan SAP 2010 1(P1),3
SAP 2010 2. Komponen LKPD | (P1)
Setyaningsih 2 (P2)
(2013)
Pemahaman 3. Pengakuan unsur
struktur SAP 2010 laporan keuangan 6 (P3),7
4. Pencatatan dan (P3)
penyajian laporan
keuangan 4 (P4),5
(P4), 8 (P4)
Mandiri 5. Kemadirian
penyusunan laporan
keuangan 9 (P5)
Proses Reviu Perencanaan 1. Pemahaman entitas | 2 (R1)
2. Penilaian SPI 4 (R2),6
Manaf et al. (2014) 3. Penyusunan R2)
program kerja 1 (R3)
Pelaksanaan 4. Persiapan
5. Permintaan 3 (R4)
keterangan 5 ([R5)
6. Prosedur analitis 7 (RO6)
Pelaporan
7. Penyusunan 8 R7)
Laporan reviu
8. Penyampaian 9 (R8)
laporan reviu

Analisis model menggunakan Component Based Structural Equation Modeling (SEM) atau
Partial 1.east Square (PLS) dengan menggunakan soffware SmartPLS Versi 3.2.4. Analisa pada
PLS dilakukan dalam 3 tahap yaitu: Analisa Owfer Mode/ (Model Pengukuran), Analisa Inner
Mode! Model Struktural) dan Pengujian Hipotesa.

Pemahaman
SAP
(X1)
Proses Reviu »| Kualitas
(X2) LKPD

(Y)

Gambar 2.1 Model Penelitian
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Gambar 2.1. menggambarkan model penelitian yaitu pengaruh variabel Pemahaman
SAP (X1) dan Proses Reviu (X2) terhadap Kualitas LKPD (Y)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif

Analisis Karakteristik Responden

Populasi penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di inspektorat di seluruh
kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Ada 15 Inspktorat Kabupate/Kota yang menjadi
populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria
yang digunakan adalah pegawai negeri sipil yang menjadi anggota Tim Reviu LKPD di masing
masing inspektorat.

Tabel 2. Hasil deskriptif variabel Pemahaman SAP

Item Mean Median Min Max | Modus
Pemahaman
P1 4.223 4.000 2.000 5.000 4.000
P2 3.734 4.000 2.000 5.000 4.000
P3 4.353 4.000 2.000 5.000 4.000
P4 3.625 4.000 2.000 5.000 4.000
P5 3.647 4.000 2.000 5.000 4.000
P6 2.658 3.000 1.000 5.000 3.000
P7 4.033 4.000 3.000 5.000 4.000
P8 3.886 4.000 2.000 5.000 4.000
P9 4.277 4.000 2.000 5.000 4.000
Rata rata 3.826=4 | 3.889=4 4.000

Tabel 3. Hasil prosentase pilihan responden terhadap variabel
Pemahaman SAP

Indikator 1 2 3 4 5
P1 0% 2% 11% 50% 37%
P2 0% 10% 22% 51% 17%
P3 0% 0% 8% 48% 44%
P4 0% 10% 28% 51% 11%
P5 0% 10% 28% 49% 13%
P6 8% 35% 41% 15% 1%
P7 0% 0% 24% 48% 28%
P8 0% 2% 24% 58% 16%
P9 0% 3% 4% 54% 39%
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Tabel 4. Hasil deskriptif variabel Proses Reviu

Item Reviu Mean Median | Min Max | Modus
R1 4.234 4.000 2.000 5.000 4.000
R2 3.967 4.000 2.000 5.000 4.000
R3 4,038 4.000 2.000 5.000 4.000
R4 4,027 4.000 2.000 5.000 4.000
R5 4.223 4.000 3.000 5.000 4.000
R6 3.516 4.000 1.000 5.000 4.000
R7 4.201 4.000 2.000 5.000 4.000
R8 4179 4.000 2.000 5.000 4.000
R9 4.397 4.000 3.000 5.000 4.000

Rata rata 4.087= 4 4.000 4.000

Tabel 5. Hasil prosentase pilihan responden terhadap variabel Proses Reviu

Indikator 1 2 3 4 5
R1 0% 2% 10% 51% 37%
R2 0% 3% 18% 57% 22%
R3 0% 2% 16% 60% 22%
R4 0% 2% 21% 49% 27%
R5 0% 0% 7% 65% 28%
R6 5% 13% 21% 50% 11%
R7 0% 1% 7% 63% 29%
R8 0% 1% 11% 57% 31%
R9 0% 0% 5% 51% 44%,

Tabel 6. Hasil deskriptif variabel Kualitas LKPD
Kualitas LKPD Mean Median Min Max | Modus
Y1 4.038 4.000 2.000 5.000 4.000
Y2 4.245 4.000 2.000 5.000 4.000
Y3 4.582 5.000 2.000 5.000 5.000
Y4 4.212 4.000 3.000 5.000 4.000
Y5 4.293 4.000 2.000 5.000 4.000
Y6 4.043 4.000 2.000 5.000 4.000
Y7 4.500 5.000 2.000 5.000 5.000
Y8 4.223 4.000 3.000 5.000 4.000
Y9 4.201 4.000 3.000 5.000 4.000
Y10 4.207 4.000 2.000 5.000 4.000
Y11 3.946 4.000 1.000 5.000 4.000
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4.266 ~ 4182 = 4.000
Rata rata 4 4

Tabel 7. Hasil prosentase pilihan responden terhadap variabel Kualitas

LKPD
Indikator 1 2 3 4 5
Y1 0% 2% 15% 59% 24%
Y2 0% 1% 14% 45% 40%
Y3 0% 6% 3% 18% 73%
Y4 0% 0% 15% 49% 36%
Y5 0% 0% 5% 60% 35%
Y6 0% 2% 13% 64% 21%
Y7 0% 0% 1% 45% 54%
Y8 0% 0% 10% 58% 32%
Y9 0% 0% 12% 55% 33%
Y10 0% 1% 13% 50% 36%
Y11 1% 3% 22% 49% 25%

Uji Outer Model

Pengujian model pengukuran atau outer model dilakukan untuk memastikan bahwa model
pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Validitas
model pengukuran dievaluasi dengan Convergent 1 alidity dan Discriminant V alidity untuk
indikatornya. Convergent 1'alidity dinilai berdasarkan besarnya nilai loading yang menunjukkan
korelasi antara izem score dengan construct score. Dalam penelitian ini nilai loading > 0,60
dianggap baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 8. Hasil outer loading variabel Pemahaman SAP sesudah eliminasi

Item PEMAHAMAN_SAP | Ket
P1 0.747 Valid
P2 0.856 Valid
P3 0.744 Valid
P4 0.871 Valid
P5 0.799 Valid
P7 0.806 Valid
P8 0.772 Valid

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa item P2 memiliki score tertinggi yaitu sebesar 0.856
yang mewakili indikator komponen LKPD, sementara yang terkecil adalah item P3 sebesar
0.744 yang mewakili indikator tujuan SAP.

Setelah item R6 dalam variabel Proses Reviu dikeluarkan dari model, model diestimasi
kembali dan didapat faktor loading dari masing masing item yang baru.
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Tabel 9. Hasil outer loading variabel Proses Reviu setelah eliminasi

Item PROSES_REVIU Ket
R1 0.661 Valid
R2 0.757 Valid
R3 0.745 Valid
R4 0.771 Valid
R5 0.727 Valid
R7 0.651 Valid
R8 0.760 Valid
R9 0.723 Valid

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa item R4 memiliki score tertinggi yaitu sebesar
0.771 yang mewakili indikator penilaian SPI, sementara yang terkecil adalah item R7
sebesar 0.651 yang mewakili indikator prosedur analitis.

Setelah item Y2, Y3 dan Y11 dalam variabel Kualitas LKPD dikeluarkan dari
model, model diestimasi kembali dan didapat faktor loading dari masing masing item
yang baru.

Tabel 10. Hasil outer loading variabel Kualitas LKPDsetelah eliminasi

KUALITAS Ket
Item LKPD_
Y1 0.664 Valid
Y10 0.624 Valid
Y4 0.768 Valid
Y5 0.743 Valid
Y6 0.677 Valid
Y7 0.691 Valid
Y8 0.715 Valid
Y9 0.772 Valid

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa item Y9 memiliki score tertinggi yaitu sebesar
0.772 yang mewakili indikator konsistensi penerapan kebijakan akuntansi, sementara
yang terkecil adalah item Y10 sebesar 0.624 yang mewakili indikator perbandingan
internal antar waktu. Discriminant 1 alidity dinilai dengan melihat nilai AVE (Average
Variance Extracted). Jika nilai AVE > 0,50 maka dikatakan model memiliki nilai
Discriminant Validity yang baik.
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Tabel 11. AVE (Average Variance Extracted)

Variabel Konstruk 2;1ngllpf;21 T Statistics | P Values
KUALITAS LKPD_ 0.502 15.082 0.000
Moderating Effect 1.000
PEMAHAMAN_SAP 0.641 26.091 0.000
PROSES_REVIU 0.527 18.773 0.000

Dari tabel 11 di atas dapat dilihat semua variabel konstruk memiliki nilai AVE

> 0,50. Jadi semua konstruk dalam model memenubhi kriteria discriminant validity.

Disamping uji validitas dilakukan juga uji reabilitas. Reabilitas diukur dengan
dua kriteria yaitu Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha. Konstruk dikatakan reliabel
jika nilai keduanya > 0,70.

Tabel 12. Composite Reliability

Variabel konstruk | Original Sample | T Statistics | P Values
KUALITAS LKPD_ 0.889 64.937 0.000
Moderating Effect 1.000
PEMAHAMAN_SAP 0.926 122.930 0.000
PROSES_REVIU 0.899 84.778 0.000

Tabel 13. Cronbach’s Alpha
Variabel konstruk Original T Statistics | P Values
Sample
KUALITAS LKPD_ 0.860 48.708 0.000
Moderating Effect 1.000
PEMAHAMAN_SAP 0.906 89.950 0.000
PROSES_REVIU 0.872 58.671 0.000

Dari kedua tabel 12 dan tabel 13 di atas dapat dilihat semua variabel konstruk meiliki nilai
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha> 0,70. Sehingga dapat disimpulkan model memiliki
reliabilitas yang baik.

Uji Inner Model

Model struktural atau zzner node/ menggambarkan hubungan antara variabel laten. Model
struktural dievaluasi dengan menggunakan koefisien determinasi atau R untuk konstrulk
dependen dan Predictive Relevance dengan Stone-Geisser-Q-Square atau Q* dan koefisien jalur.

Tabel 14. R?
Original . P
Sample T Statistics Values
KUALITAS
LKPD_ 0.351 0.517 0.000

Dari tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa variabel Kualitas LKPD dapat
dijelaskan oleh variabel Pemahaman SAP dan variabel Proses Reviu sebesar 35%
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sedangkan 65% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Nilai R* sebesar 0.35
menurut Chin (1998) termasuk dalam kategori moderat.

Sementara Q> mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model
dan juga estimasi parameternya. Nilai Q*> 0 menunjukkan bahwa model memiliki
predictive relevance.

Tabel 15. Q°
QZ
KUALITAS
LKPD_ 0.146

Dari tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa nilai Q” sebesar 0,146 > 0 yang menunjukkan bahwa
model memiliki predictive relevance. Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan SmartPLS
Versi 3.2.4, diperoleh hasil Path Coefficients sebagaimana disajikan tabel dibawah ini.

Tabel 16. Hasil estimasi path coefficients

Original T Statistics | P Values
Sample
Moderating -> KUALITAS
LKPD _ 0.199 3.246 0.001
PROSES_REVIU ->
KUALITAS LKPD_ 0.303 4.185 0.000
PEMAHAMAN_SAP ->
KUALITAS LKPD_ 0.391 4.762 0.000

Nilai koefisien jalur masing masing variabel dapat dilihat dalam Tabel 16. Berdasarkan
tabel 16 di atas dapat diketahui pengaruh langsung Proses Reviu terhadap Kualitas LKPD
memiliki nilai t-statistik sebesar 4,185 > 1,96 dan p-value sebesar 0,000 < 0,05 yang
menunjukkan pengaruh tersebut signifikan, dan nilai koefisien jalur sebesar 0,303
menunjukkan bahwa variabel Proses Reviu berpengaruh positif terhadap variabel Kualitas
LKPDsehingga dapat diartikan bahwa hipotesis pertama diterima.

Pengujian hipotesis kedua bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan oleh
APIP akan memoderasi pengaruh proses reviu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah maka dapat dilihat dalam tabel 4.15 diatas bahwa nilai koefisien jalur efek moderasi
sebesar 0,199 lebih kecil dari nilai koefisien jalur pengaruh proses reviu terhadap kualitas
LKPD yang sebesar 0,303. Nilai t-statistik efek moderasi sebesar 3,246 lebih kecil dari nilai t-
statistik pengaruh proses reviu terhadap kualitas LKPD yang sebesar 4,185. Sehingga dapat
diartikan bahwa pengaruh moderasi variabel pemahaman SAP ternyata tidak lebih baik dari
hubungan langsung jalur pengaruh proses reviu terhadap kualitas LKPD, schingga hipotesis
kedua ditolak.
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E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat
ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1.

Proses reviu yang dilakukan oleh tim reviu Inspektorat Kabupaten/Kota se
Provinsi Lampung secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan masing masing daerah kabupaten/kota tersebut. Ini dapat dimaknai
bahwa semakin baik proses reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman SAP yang dimiliki oleh APIP berpengaruh langsung terhadap kualitas
LKPD namun pemahaman SAP tidak memoderasi pengaruh proses reviu
terhadap kualitas LKPD.

Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin berdampak terhadap hasil penelitian
antara lain yaitu:

1.

2.

Responden yang menjadi objek peneltian ini hanya terbatas pada anggota tim reviu
pada inspektorat kabupaten/kota di Provinsi Lampung saja.

Hanya terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pemahaman
SAP dan Proses Reviu yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu
Kualitas LKPD.

Koefisien determinasi (R*) dalam penelitian ini yang hanya sebesar 35% sedangkan
65% dijelaskan oleh wvariabel lain diluar penelitian ini. Ini menunjukkan
kemungkinan masih banyak faktor lain di luar penelitian ini yang dapat
mempengaruhi kualitas LKPD.

Penelitian ini menggunakan indikator variabel dari peneltian terdahulu, dari 29
indikator harus ada 6 indikator yang dihilangkan dalam analisis data. Diharapkan
penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain yang lebih baik dari
penelitian ini.

Penelitian ini baru melihat kesesuaian prosedur reviu yang dilakukan oleh tim reviu
dengan pedoman pelaksanaan reviu, belum mengevaluasi kualitas reviu yang
dilakukan tim reviu.

Pada saat penelitian ini dilakukan pedoman pelaksanaan reviu atas laporan
keuangan pemerintah daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2008 belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri
sampai saat penelitian selesai dilakukan belum mengeluarkan pedoman
pelaksanaan reviu yang baru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peneliti belum mengobservasi proses reviu saat tahapan pelaksanaan reviu secara
langsung, observasi dilakukan pasca pelaksanaan reviu.

Kuesioner yang digunakan untuk menggali persepsi responden atas pelaksanaan
reviu diadopsi dati penelitian terdahulu yang baru menilai kesesuaian prosedur
pelaksanaan reviu dengan pedoman pelaksanaan reviu namun belum sampai
menguji/mengevaluasi kualitas pelaksanaan reviu.
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PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN KAS
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Abstract
Pemerintahterusdihadapkan pada permasalahanekonomi yang
dapatmenghambatlajupertumbuhanekonomidimanasumbangsihterbesarterdapat pada APBN.
Rendahnyatingkatpenyerapanangggaranpemerintah yang

dilihatdarirealisasianggarankementerian
negara/lembagamenghambatlajupertumbuhanekonomi.
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmemberikanbuktiempiristentangpengaruhkualitas ~ DIPA
dan akurasiperencanaan kas terhadaptingkatpenyerapananggaransatker —
satkerdiwilayahkerjaKanwilDitjenPerbendaharaanProvinsi Lampung. Data yang
digunakanadalah data skunderberupa data satker — satker yang melakukanrevisianggaran dan
data rencanapenarikananggaran yang ada di KanwilDitjenPerbendaharaanProvinsi Lampung
tahun 2013-2016. Sampelpenelitianiniadalahsatker-satker yang mengelolaanggaranlebihdari 10
Milyardsecaratriwulanselamakurunwaktutahun 2013-2016, dengan total
sampelpenelitiansebanyak 496 data. Pengujianhipotesisdilakukandenganmenggunakanregresi
data panel denganmenggunakanFiewsverssHasil penelitianmenunjukanbahwakualitas DIPA
dan akurasiperencanaan kas
berpengaruhpositifsignifikanterhadaptingkatpenyerapananggaransatker-
satkerdiwilayahkerjaKanwilDitjenPerbendaharaanProvinsi Lampung.

Kata kunci:  realisasianggaran, kualitas DIPA, revisianggaran, rencana kas

A. PENDAHULUAN

Presiden berpesan kepada para menteri yang mendapatkan alokasi dana besar dari
APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun 2016 untuk menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga tidak terjadinya kontraksi.
(Antara News, 2015 Desember 26). Parhusip (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi
pelaksanaan APBN Tahun 2007, meskipun peran APBN terhadap PDB pada tahun tersebut
relatif kecil namun APBN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang
diakibatkan oleh multiplier effect dari realisasi APBN.

Volume APBN 2016 mencapai Rp2.095,7 triliun di mana sebesar 374
persendialokasikanmelaluibelanja IK/L dan 36,7 persenditransferkedaerah dan alokasi Dana
Desa, sisanya 25,8 persenmelaluiBendaharaUmum Negara. Agar tercapainya penyerapan

59



Jurnal Akuntansi dan Kenangan, V'ol. 23 No. 1, Januari 2018

anggaran yang tinggi pemerintah mengintruksi kepada para menteri dan kepala daerah untuk
memangkas kendala administrasi yang dapat menghambat penyerapan anggaran.

APBN dalam ranah makro, juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang
dapat mengarahkan kondisi perekonomian dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menurunkan target penerimaan atau menaikkan
jumlah pengeluaran, hal ini akan mendorong tumbuhnya perekonomian, dan sebaliknya. Oleh
karena itu, kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam penyusunan APBN selama ini adalah
expansif dengan menerapkan defisit pada anggaran pada tingkat yang diperkirakan aman (UU
No. 17 tahun 2003, maksimal 3% PDB) dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Penyerapan anggaran yang merupakan masalah klasik yang sudah berlangsung lama
dari tahun ke tahun, dan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran sebenarnya telah
banyak dilakukan, akan tetapi memang belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini
terjadi karena percepatan penyerapan anggaran tersebut sepenuhnya tergantung pada Satker
selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran
berdampak pada titik optimalnya usaha penempatan dan investasi kas pemerintah. Pemerintah
tidak akan mengambil resiko melakukan investasi apabila terdapat ketidakpastian penyerapan
anggaran.

Berdasarkan hasil s#rvey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah
satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat
dari Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyatakan
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA
yang masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan dalam Seftianova;77).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukan bahwa faktor
perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran kegiatan anggaran serta diperlukannya revisi
DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap
realisasi penyerapan anggaran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Meliasih (2012), bahwa
Pejabat Pengelolaan Anggaran yang tercantum dalam DIPA terdapat perubahan sehingga
harus dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran
pemerintah.

Penulis meneliti penyerapan belanja pemerintah secara keseluruhan terkecuali belanja
pegawai, faktor perencanaan anggaran mencakup permasalahan seperti kurangnya waktu bagi
satker dalam penyusunan dan penelaahan anggaran, perencanaan anggaran untuk
pembangunan fisik yang masih memerlukan revisi, adanya pagu anggaran yang diblokir, satker
sering mangabaikan jadwal perencanaan penarikan dana dalam DIPA, seringnya terjadi mutasi
pejabat pengelola keuangan turut memperburuk faktor perencanaan dalam penyerapan
anggaran.

Pada halaman 3 DIPA tercantum besarnya rencana penarikan dana per bulan dari
pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya
rencana penarikan dana tersebut Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)
harus menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran
tersebut. Apabila dana yang tersedia di Rekening Kas Umum Negara tidak mencukupi
kebutuhan dari pengguna anggaran, maka Bendahara Umum Negara akan melakukan usaha
diantaranya dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penjualan aset negara, pinjaman
likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman masyarakat melalui perbankan atau usaha-usaha
lainnya. Maka dari aktifitas itu ketika pemerintah telah memperoleh sejumlah dana dan pada
saat itu juga pemerintah menanggung beban bunga. Apabila dana tersebut tidak jadi
dipergunakan dikarenakan tertundanya penyerapan anggaran oleh pengguna anggaran, maka
hal ini akan menyebabkan tetjadinya idle cash pada rekening pemerintah. Apabila jumlah idle
cash sangat besar, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen kas
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pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van Horne
(1986:193), bahwa manajemen kas
mengandungpengertianmengelolauangperusahaansedemikianrupasehinggasaatdicapaiketersedi
aan kas maksimum dan pendapatanbunga yang maksimumdariuangtunai yang menganggur.

Pada Wokshop Perencanaan kas yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di
Yogyakarta tahun 2011 bahwa komitmenbersamasemua stakeholder, mulaidaripimpinan dan
pelaksanatekniskegiatan, untuktidaksebatasmengimplementasikanperencanaan kas, tetapi juga
menjagaakurasiperencanaan  kas  sehinggapenyerapananggaranmenjadisemakinberkualitas.
Sampaikiniperencanaan kas
dirasabelummemadaikarenabelumcukupnyatingkatpartisipasisatuankerja yang
merupakanujungtombakpenggunauang negara.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Herriyanto (2012) mengungkapkan
bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di
halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran. Dalam penyusunan perencanaan
anggaran kas yang tertera di halaman III DIPA harus disusun dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan jadwal kebutuhan pelaksanaan anggaran sehingga menghasilkan kualitas perencanaan
kas yang baik, apabila terjadi kesalahan jadwal penarikan dana untuk menompang kegiatan
tertentu maka harus dilakukan revisi DIPA hal ini yang memakan waktu yang dapat
menghambat proses penyerapan anggaran pemerintah.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan Kualitas Penyerapan Anggaran

DIPA merupakan hasil dari penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga atau sering disebut RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian
Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berkaitan erat dengan
perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker
Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Kualitas
DIPA antara lain ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya
kesalahan di dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi anggaran, tidak adanya tanda bintang
(Seftianova: 2013).

Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya
penyerapan anggaran (BPKP:2011) diantaranya adalah: proses persiapan pelaksanaan anggaran
yang tidak matang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara,
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran
dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen
pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN atau Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
(DHP RDP BUN), dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

Waktu penelaahan dokumen RKA-K/L ini sangat terbatas schingga pembahasan isi
dokumen RKA-K/L tidak dilakukan secara terpetinci memungkinkan terjadinya kesalahan
pembebanan anggaran, dan memungkinkan tetjadinya pemblokiran anggaran/tanda bintang
pada suatu kegiatan dikarenakan dokumen pendukung tidak lengkap. Hal tersebut berdampak
terhadap kualitas dokumen DIPA yang dihasilkan dikarenakan adanya kesalahan pembebanan,
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kesalahan tata naskah dalam RKA-K/L, pembukaan pemblokiran/tanda bintang sehingga
diperlukannya revisi DIPA yang dapat menghambat realisasi penyerapan anggaran.

KPPN Bandung I melakukan evaluasi guna mengetahui penyebab rendahnya
penyerapan anggaran dengan cara menghimbau kepada seluruh satker untuk mengisi
kuesioner web penyerapan anggaran yang telah disiapkan oleh kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dari hasil analisis kuesioner ada
beberapa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran diantaranya adalah
perencanaan anggaran hal ini disebabkan adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu
revisi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa penelaahan
terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran terlalu
rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak
menganggarkan admisitrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan
dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam acara
Workshop Perencanaan Kas di Yogyakarta menyatakan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan
revisi (Redaksi Media Keuangan: Oktober 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Rozai dan
Subagiyo (2015) menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang tidak matang sering
menyebabkan anggaran belanja harus direvisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto
(2012) menunjukan bahwa faktor perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran kegiatan
anggaran serta diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal
tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan
oleh Seftianova (2013) bahwa kualitas perencanaan DIPA berpengaruh positif terhadap
kualitas penyerapan anggaran. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
H1: Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruh negatif terhadap tingkat
penyerapan anggaran.

Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas Penyerapan Anggaran

Pada masa lalutujuanutamapengelolaan kas adalahmenyediakan dana yang
cukupuntukbelanjasehinggasejakawaltahunpemerintahsudahsiapuntukmelaksanakantugas-
tugasnya. Tidakadanyaproyeksipenerimaaan dan penarikan dana,
ditambahlagitidakadanyakesadaranakankonsepnilaiwaktudarivang  (#me — valwe — of  money),
menyebabkanbanyak opportunity cost karenauangtidakdimanfaatkan.Dalam pelaksanaan APBN
secara teknis perencanaan kas adalah suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga dimana
perencanaan tersebut akan digunakan sebagai bahan/sumber data bagi perencanaan kas
pemerintah pusat. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan penyampaian laporan perkiraan
penyetoran dana dan perkiraan penarikan dana secara periodik (bulanan, mingguan, dan
hatian) oleh satuan ketja Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran kepada kuasa bendahara umum negara. Laporan tersebut nantinya akan dikompilasi
dan disusun menjadi perencanaan kas pemerintah. Pada halaman 3 DIPA tercantum besarnya
rencana penarikan dana per bulan dari pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua
Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana tersebut Menteri Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara (BUN) harus menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi
kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2015 tanggal 31
Desember 2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan
Perencanaan Kas, diturunkannya Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-
3624/PB.3/2015 tanggal 4 Mei 2015 hal Penggunaan Aplikasi Perencanaan Kas 2015
disampaikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Rencana Penarikan
Dana (RPD) harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja dan jumlah nominal
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penarikan kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk
dalam klasifikasi transaksi besar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan
dana yang identik dengan penyerapan anggaran sangat berpengaruh terhadap Rencana
Penarikan Dana (RPD) atau perencanaan kas satuan kerja.

Perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan
anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik dan akurat akan memastikan
tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah
kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana (Sthombing &
Widhiyanto: 2008). Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya
penyerapan anggaran (BPKP, 2011;7) diantaranya adalah penyusunan rencana penarikan dana
yang kurang akurat. Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat berdampak pada penyerapan
anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun
(Yudhiyanto: 2011). Penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012) mengungkapkan bahwa
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di
halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran. Haryanto dan Wihascaryo (2011)
dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan
menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat pada waktunya.

Keberhasilan dalam melaksanakan anggaran dari sisi penyerapan anggaran bukan
hanya mengacu pada hasil akhir besaran dana yang telah terserap. Tingkat akurasi perencanaan
yang dilakukan dengan realisasi penyerapan perbulan perlu menjadi perhatian sebagai dasar
pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, sehingga dapat menciptakan kualitas penyerapan
anggaran yang lebih baik. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

H2: Akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan
anggaran.

C. METODA PENELITIAN

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berupa teori literatur,
penelitian terdahulu, hasil evaluasi pemerintah dan hasil penelusuran angka-angka dari data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung berupa data Satuan kerja yang ada dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Lampung secara triwulan dati tahun 2013 s/d 2016.

Pemilihan sampel penelitian dikategorikan melalui beberapa kriteria yaitu data yang
selalu ada ditahun penelitian 2013 sampai dengan 2016 secara triwulan. Jumlah sampel
penelitian yang baik berjumlah 30 s/d 500 (Roscoe dalam Sekaran, 1992:252) oleh katena itu
peneliti mengambil sampel sebanyak 496 dimulai dari pagu anggaran yang terbesar. Alasan
peneliti mengambil pagu anggaran yang terbesar dikarenakan dapat mempengaruhi proporsi
realisasi anggaran dan diindikasi sering melakukan revisi anggaran. Jumlah sampel yang dipilih
sebanyak 496 memiliki pagu anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar.

Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu satu variabel dependen berupa kualitas
penyerapan anggaran dan dua variabel independen yang terdiri dari kualitas dipa dan akurasi
perencanaan kas.

Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) adalah tingkat seberapa baiknya perencanaan
DIPA dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengukuran konsep
kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dalam kaitannya dengan pencairan anggaran dilakukan
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dengan menggunakan data sekunder dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bandar
Lampung yang berupa seberapa sering satker melakukan revisi DIPA. Semakin sering satker
melakukan revisi DIPA menunjukan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang rendah/buruk
dan sebaliknya ketidak seringan sampai dengan tidak pernah melakukan revisi DIPA
menunjukan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) tinggi/baik.

Akurasi perencanaan kas adalah tingkat ketepatan/kesesuaian antara perencanaan kas
dengan realisasi anggaran yang terjadi. Pengukuran konsep akurasi perencanaan kas ini
dilakukan dengan mengukur nilai deviasi antara perkiraan dengan nilai Surat Perintah
Membayar (SPM) satker yakni membandingkan jumlah perkiraan penarikan dana dengan nilai
SPM pada periode dimaksud. Perhitungan deviasi perkiraan penarikan dana menurut
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan
Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN
(Seftianova:2013), dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah nilai SPM Satker — Jumlah perkiraan penarikan dana
X100%

Jumlah perkiraan penarikan dana

Tingkat penyerapan anggaran adalah suatu ukuran seberapa besar anggaran yang telah
direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam persentase.
Tingkat penyerapan anggaran ini dihitung dengan rumus berdasarkan Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor SE - 32/MK.1/2015 sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang & Belanja Modal
% Penyerapan Anggaran = Pagu Belanja Barang dan Modal X 100%

Analisis Data

Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan
penggabungan dari data Zime series dan cross section. Data time series berupa data triwulan yang
dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan data cross-section yaitu 31 satker yang
telah melalui kriteria penyampelan data. Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat
uji statistik eviews 8, hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan
dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda
menggunakan Eviews 8. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat
pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan o = 5% maka
persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:
Y, =a—- X1, + ,X2 +¢,
Y = Tingkat penyerapan anggaran
a = konstanta
X1 = Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)
X2 = Akurasi perencanaan kas
1 = Satker
t = DPeriode
£ = residual ervor
al-a2 = Koefisien parameter
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang
digunakan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel satker — satker yang memiliki pagu
anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar. Satker yang mengelola pagu anggaran besar menjadi
konsentrasi khusus pemerintah dikarenakan memiliki proporsi yang besar terhadap
penyerapan anggaran secara keseluruhan serta diindikasi sering melakukan revisi anggaran.
Periode datanya diambil secara triwulan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 pada satker —
satker di wilayah kerja Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan per
triwulan di setiap tahunnya dengan jumlah satker yang diteliti 31 satker sehingga data
penelitian yang dilakukan sebanyak 496 data observasi.

Tabel di bawah ini menunjukan statistik deskriptif atas variabel-variabel pada
permodelan panel data atas penelitian ini. Uji normalitas dapat dilaklukan untuk mengetahui
apakah residualnya telah terdistribusi secara normal.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran

Kualitas DIPA
Penyerapan (jumlah revisi Perencanaan
Anggaran (%o) DIPA)/Jumlah Kas (%)
revisi
Mean 22.,65946 2,328629 1,027097
Median 21,55500 2,000000 -15,26500
Maximum 83,30000 8,000000 685,2500
Minimum 0,000000 0,000000 -100,0000
Jarque-Bera 4368577 40,86319 4742789
Probability 0,000000 0,000000 0,000000
Observations 496 496 496

Sumber: Hasil output data panel Eviews 8

Pemilihan Model Regresi Panel Data

Permodelan dalam mengunakan teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga
pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah
(1) Metode Common Effect, (2) Metode Fixed Effect Mode/ (FEM), dan (3) Metode Random Effect
Model REM).

Pengujian model untuk menentukan model yang terbaik dari model common effect dan
fixed effect dilakukan uji Chow. Hasil uji Chow dapat dilihat bahwa nilai P-value Chi-square< o =
5%. Ini menunjukan bahwa H, ditolak schingga model yang terbaik menggunakan fixed
effectmodel. Dari hasil uji Chow kemudian dapat dilanjutkan pada uji Hausman untuk mengetahui
manakah model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Nilai Chi-Square
yang dihasilkan dari uji Hausman lebih besar dari nilai Chi-Square Tabel (41,4911 > 5,991)
dengan dua degree of freedom dan P-valueChi-square< o. = 5% kita dapat mengambil keputusan
untuk menggunakan Fixed Effect Model.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana pengaruh
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) (X1) dan akurasi perencanaan kas
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(X2), sedangkan variabel dependennya adalah tingkat penyerapan angaran (Y). Pada Tabel 4.5
disajikan hasil regresi data panel variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.07914 0.902614 11.16661 0.0000

-X1? -5.370729 0.316616 -16.96292 0.0000

X2r 0.071930 0.006177 11.64399 0.0000

Fixed Effects (Cross)

1--C -3.934559

2--C 2.364263

3--C -6.591476

4--C 4.865676

5--C -2.589526

6--C -10.55385

7--C 4.359013

8--C -2.284533

9--C 2.304550

10--C 3.528344

11--C 4.002637

12--C -2.010396

13--C -3.119611

14--C 1.546894

15--C 2.086427

16--C 5.834151

17--C 4.709210

18--C 5.872359

19--C 0.986596

20--C 1.905671

21--C 0.062408

22--C -2.387387

23--C -0.916529

24--C -3.360723

25--C -4.551489

26--C -1.420480

27--C 0.174100

28--C 4.087146

29--C -0.981514

30--C -5.341186

31--C 1.353820

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.468180 Mean dependent var 22.65946
Adjusted R-squared 0.431423  S.D. dependent var 15.35521
S.E. of regression 11.57845  Akaike info criterion 7.800383
Sum squared resid 62069.98  Schwarz criterion 8.080256
Log likelihood -1901.495 Hannan-Quinn criter. 7.910243
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F-statistic 12.73733  Durbin-Watson stat 1.750731
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: hasil output data panel eviews 8

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 8 pada Tabel 4.8 diatas maka
didapat persamaam regresi data panel sebagai berikut:
Y =10.0791409721 - 5.37072901138(-X1) + 0.0719300990976(X2)
Dari persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen, yaitu:

1. Konstanta o sebesar 10,0791 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel kualitas DIPA
(jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas nilai tingkat penyerapan angaran
sebesar 10,0791%.

2. Nilai koefisien regresi kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) (X1) memiliki hubungan
negatif (5,3710) artinya setiap penurunan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dengan
ukuran 1 kali melakukan revisi anggaran maka tingkat penyerapan anggaran akan
mengalami penurunan sebesar 5,371% dengan asumsi variabel-variabel lainnya
dianggap tetap.

3. Nilai koefisien regresi akurasi perencanaan kas (X2) memiliki hubungan positif sebesar
0,072 artinya setiap meningkatnya 1% tingkat deviasi dari akurasi perencanaan kas
maka tingkat penyerapan anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,072% dengan
asumsi variable-variabel lainnya dianggap tetap.

Hipotesis satu (H1) dari penelitian ini menduga terdapatnya pengaruh negatif kualitas
DIPA (jumlah revisi DIPA) terhadap tingkat realisasi anggaran. Berdasarkan pada hasil
pengujian regresi data panel dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa berdasarkan atas uji t dengan
hasil p-value < o = 0,05 yaitu 0,0000 < 0,05 bahwa Ha diterima, dengan menggunakan sampel
data panel sebanyak 496 observasi dimana variabel kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Seringnya satker
melakukan revisi anggaran dapat menghambat tingkat penyerapan anggaran. Hasil penelitian
ini sesuai dengan penelitian Seftianova (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas perencanaan
DIPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Penelitian ini
juga mendukung evaluasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh KPPN Bandung I berupa
hasil analisis kuesioner ada beberapa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran
diantaranya adalah perencanaan anggaran hal ini disebabkan adanya kesalahan penentuan akun
sehingga perlu revisi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa
penelaahan terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran
terlalu rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih tetlalu rendah/tinggi,
tidak menganggarkan admisitrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan
kebutuhan dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.

Hipotesis dua (H2) dari penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh positif
akurasi perencanaan kas terhadap tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian
regesi data panel pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa akurasi perencanaan kas menghasilkan p-
value < o = 0,05 yaitu sebesar 0,0000 < 0,05 bahwa Ha dapat diterima, maka dengan
menggunakan sampel data panel sebanyak 496 observasi dalam 4 tahun akurasi perencanaan
kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil penelitian
ini bertentangan dengan penelitian Seftianova (2013) yang menyatakan bahwa akurasi
perencanan kas tidak berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hipotesis ini
sesuai dengan kesimpulan dari workshop perencanaan kas yang diadakan oleh Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Ditjen
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Perbendaharaan diyogyakarta yang mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya akurasi
perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.

Analisis Individual Effect

Berdasarkan pada pengujian model Fixed Effect yang terdapat pada Tabel 4.8 bahwa
nilai koefisien Fixed Effect dari hasil estimasi regresi model penelitian menerangkan ada 17
satuan kerja yang memiliki intersep positif dan 14 satuan kerja yang memiliki intersep negatif.
Satuan ketja yang memiliki nilai intersep positif 0 s/d 2 adalah Kantor Kementerian Agama
Kab. Lampung Timur, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan
Provinsi Lampung, Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung, SNVT
Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji-Lampung, dan ROSATPRAS Polda Lampung. Satuan
kerja tersebut memiliki nilai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 32,42% , revisi anggaran
rata-rata dilakukan sebanyak 1,6 kali dan rata-rata nilai deviasi akurasi perencanaan kas sebesar
114,56%. Satuan kerja yang memiliki nilai intersep negatif 0 s/d -2 adalah satker Pelaksanaan
Jalan Nasional I Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan satker Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung. Satuan kerja tersebut memiliki nilai
rata-rata penyerapan anggaran sebesar 11,27%, revisi anggaran rata-rata dilakukan sebanyak
4,3 kali, dan rata-rata tingkat deviasi akurasi perencanaan kas sebesar -70,76%. Berdasarkan
contoh tersebut peneliti menganalisis bahwasannya terdapat pengaruh antara kualitas DIPA
(umlah revisi DIPA) dengan melihat jumlah revisi yang dilakukan dan perencanaan kas
berpengaruh terhadap tingkat realisasi penyerapan belanja satker. Fenomena tersebut
dikarenakan perencanaan didalam penyusunan anggaran satker yang masih kurang baik
sehingga diperlukan revisi anggaran disaat tahun anggaran berjalan. Tidak adanya kesesuaian
antara program kerja anggaran dengan kebutuhan yang sebenarnya, dokumen pendukung
yang tidak lengkap berakibat diblokirnya pagu anggaran dapat mengakibatkan terjadinya revisi
DIPA. Satker Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung melakukan 6 kali revisi anggaran maka
proses pelaksanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan menunggu hasil dari revisi anggaran,
schingga tingkat realisasi penyerapan anggaran menjadi rendah sebesar 11,10%. Perencanaan
kas satker Badan Pusat Statistik dengan tingkat deviasi sebesar -77,18% ini menerangkan
bahwa rencana penarikan dana yang telah disusun tidak dapat terealisasi secara keseluruhan,
yaitu dari pagu rencana penarikan hanya terealisasi sebesar 22,82%. Penjelasan ini juga
menerangkan bahwa tidak akuratnya didalam perencanan kas berdampak pada tingkat
penyerapan anggaran.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis, dapat diketahui kualitas DIPA
(jumlah revisi DIPA) yang diukur dengan banyaknya revisi anggaran yang dilakukan dapat
mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran dengan nilai koefisien sebesar (5,371).
Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang baik akan mencegah terjadinya revisi angaran yang
dapat menghambat tingkat realisasi penyerapan anggaran satker.

Pada variabel akurasi perencanan kas juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran
satuan ketja kementerian/lembaga yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,072. Hasil
analisis ini dapat mendukung bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat
realisasi anggaran satuan ketja kementerian/lembaga sehingga satuan ketja sebagai ujung
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tombak tingkat penyerapan anggaran memandang penting dalam menyusun rencana penarikan
dana.

Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang penulis ingin ajukan,
diantaranya adalah:

1. Perlu adanya perhatian oleh pimpinan satker kepada petugas penyusun angaran untuk
dapat benar-benar memperhatikan isi dari kebenaran dokumen RKA-KIL yang menjadi
pedoman dokumen DIPA sehingga dapat menekan tingkat kesalahan dokumen yang
mengakibatkan terjadinya revisi DIPA yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan
anggaran.

2. Dengan hasil penelitian bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat
penyerapan anggaran diharapkan satker dalam menyusun rencana penarikan dana harus
benar-benar sesuai dengan anggaran yang akan terealisasi dengan mengacu pada jadwal
program kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Bagi pelaksana kegiatan agar dapat menjalankan program kerjanya sesuai dengan jadwal
kegiatan yang telah ditetapkan sehingga terjaga keakurasian perencanaan kas yang telah
disusun.

4. Diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat meningkatkan kualitas DIPA (jumlah revisi
DIPA) dan akurasi perencanaan kas satker yang disusun dengan memberikan reward bagi
satker yang tepat dalam perencanaan kasnya dan paling sedikit melakukan revisi serta
memberikan punishment bagi satker yang tidak tepat dalam perencanaan kasnya dan
terbanyak dalam melakukan revisi DIPA

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 31 objek penelitian dari data
yang sebenarnya sebanyak 603 objek dengan kriteria pemilihan objek penelitian adalah
satker yang selalu ada di tahun penelitian serta pagu anggaran diatas Rp. 10 Milyar.

2. Penelitian ini hanya menguji dua variabel yang mempengaruhi tingkat penyerapan
anggaran, akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa 46,82% kedua variabel tersebut
mempengaruhi tingkat penyerapan angaran dan 53,18% dari faktor lainnya.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak
terhadap kemauan membayar pajak, pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan
terhadapkemauanmembayarpajak, pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan
terhadapkemauanmembayarpajak, pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak
terthadap kemauan membayarpajak, dan pengaruh kualitas layanan wajib pajak
terthadap kemauan membayar pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton dan KPP Pratama Teluk Betung, Bandar
Lampung.Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik  convenience
sampling Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuesioner. Data
penelitianbersifatprimer,data dianalisismenggunakanujikualitas data(uji validitas dan
uji reliabilitas), uij asumsi  klasik (uji normalitas, uwji multikoleniaritas, uji
heteskedastisitas), dan uji hipotesis dengan regresi linier berganda. Hasilpenelitian ini
terdapatbeberapafaktoryangmempengaruhikemauanmembayarpajak secara
signifikan adalahkesadaranmembayar pajak dan kualitas layanan wajib pajak, dan
yang tidakpunya pengaruhsignifikanadalahpengetahuandanpemahamanakan
peraturan perpajakan, persepsiefektifitas sistemperpajakan, danmanfaatwajib pajak.

Kata Kunci:  kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan
peraturan perpajakan, persepsisistem perpajakan, manfaat yang
dirasakan  wajib  pajak,  kualitas  layananwajib = pajak,

dankemauanmembayarpajak.
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A.PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan dan layanan sosial masyarakat, maka wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut
berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak (Halim, 2011). Kewenangan dalam
pengelolaan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerahdisusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
atau SAP yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah .

Dalam pelaksanaan otonomidaerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan
barang milik daerah makapemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola asset,
karena aset daerah memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sehingga memerlukan
pengelolaan yang benar dan merupakan salah satu indikator dalam penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual, yaitu dengan penyajian laporan aset yang benar dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah atau LKPD.

Perubahan konsep akuntansi dari kas menjadi akrual masih diperdebatkan karena
masih banyak yang berfikir sektor publik dan swasta harus memiliki sistem yang berbeda
karena memiliki karakteristik yang berbeda (Damayanti, 2013). Selain itu argumen tentang
akuntansi akrual dapat memberikan akuntabilitas yang lebih baik juga mendapat tantangan dari
beberapa ahli yang menyatakan bahwa tidak semua sektor publik cocok dengan kauntansi
akrual dan justru akuntansi akrual sendiri yang mengaburkan informasi akuntabilitas.

Saat ini, laporan keuangan pemerintah daerah, sudah menggunakan basis akrual.
Dalam perubahan sistem basis akrual ini menurut Nasi dan Steccolini (2008) bahwa salah satu
pilar reformasi ditunjukkan dengan perubahan di dalam sistem akuntansi menuju adopsi
laporan akrual dan sistem pengendalian manajemen. Penggunaan sistem akuntansi akrual di
sektor publik merupakan reformasi dari elemen ekonomi. Ouda (2004) menyatakan tujuan
utama dari reformasi sektor publik lebih responsif. Sesuai amanat dari undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara dan diperjelas dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka penerapan akuntansi berbasis selambat-
lambatnya tahun 2015.PP Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan aset sebagai sumber daya
ekonomi yang dikuasi dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan dan dapat di peroleh baik pemerintah
maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset
lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut
diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara dan PP No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengamanatkan implementasi
akuntansi pemerintah berbasis akrual, melalui penyempurnaan proses bisnis dan sistem
akuntansi berbasis kas atau kas menuju akrual yang sampai dengan tahun 2014 digunakan
pemerintah dalam penyusunan LKPD, mulai tahun 2015 beralih sepenuhnya menjadi
akuntansi berbasis akrual. Implementasinya diwujudkan dengan penambahan komponen
laporan keuangan yaitu laporan operasional , laporan perubahan saldo anggaran lebih dan
laporan perubahan ekuitas dalam unsur laporan keuangan, serta penambahan pada ciri
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keuangan pemerintah bagi pengendalian tentang penyusutan nilai aset sebagai sumber daya
ckonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan (PP 71 Tahun 2010
Kerangka Konseptual Paragraf 16) dan pengakuan aset (Paragraf 90) yaitu piutang atau beban
dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat
ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut
dapat diukur atau diestimasi.

Fenomena perubahan atas Sistem Akuntansi Pemerintah yang di tetapkan merupakan
suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena dengan berubahnya sistem akuntansi
berubah pula dalam penyusunan laporan keuangan baik dalam hal pengakuan, penilaian dan
kebijakan lainnya dan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri yang
tergambar dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara
merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Ini tercermin dalam laporan
keuangan pemerintah, dimana nilai aset tetapnya memiliki nilai paling besar dibanding
komponen lain. Selain asset tetap, nilai asset yang memiliki nilai cukup besar adalah asset
lancar dan juga asset lainnya. Keberadaan aset juga mempengaruhi kelancaran roda
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem Pengendalian Intern atas
pengelolaan aset negara harus dilakukan secara optimal untuk mencegah penyimpangan yang
dapat merugikan negara.

Mubhsini (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahawa salah satu faktor yang masih
harus ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas adalah tingkat adopsi terhadap suatu
inovasi dalam hal ini adopsi akuntansi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah dan berkesimpulan akuntansi berbasis akrual berpengaruh negatif terhadap retrurn
on assets, dikarenakan adanya suatu aturan yang mengharuskan pengembalian surplus ke kas
negara disamping itu pemerintah daerah hanya boleh mengajukan anggaran sebesar realisasi
tahun sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan adanya kecenderungan dari pemerintah daerah
untuk menghabiskan surplus dengan kegiatan yang sebenarnya kurang bermanfaat. Semakin
banyaknya laporan keuangan yang beropini tidak wajar dan disclaimer dari tahun ke tahun
menandakan bahwa akuntabilitas keuangan juga masih buruk, sehingga banyak hal yang harus
dilakukan oleh pemerintah darah yang bersangkutan, diantaranya mencakup sistem
pembukuan, sistem aplikasi teknologi komputer, inventarisasi aset dan utang, jadwal waktu
penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran, guality
assurance atas LIKPD oleh pengawas intern dan sumber daya manusia.

Berubahnya sistem akuntansi berubah pula dalam penyusunan laporan keuangan baik
dalam hal pengakuan, penilaian dan kebijakan lainnya dan akan mempengaruhi kualitas
laporan keuangan itu sendiri yang tergambar dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Dengan
demikian penulis tertarik untuk mengamati hasil perubahan sitsem akuntansi berbasis kas
menjadi berbasis akrual yang telah diterapkan dan diwajibkan pemerintah untuk penyusunan
LKPD. dapat lebih teratur kinerjanya. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi
atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean corporate
governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan seluruh pemerintah daerah harus dapat
mempertahankan kualitas laporan keuangannya yang tergambar dari opini yang diberikan
BPK.
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B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agency

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai
prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul
permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk
memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat cara-cara
langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga
membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk
mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham
, hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Kedua,
pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif
melakukan lobby terhadap manajer berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka.
Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi, divestasi mereprestasikan suatu kegagalan
dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh
ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono, 2009).

Manajemen laba didasari oleh adanya #eory agency yang menyatakan bahwa setiap individu
cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep _Agency Theory adalah hubungan atau
kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas
dalam rangka memenuhi kepentingan principal.

Teori Regulasi

Teori regulasi menurut Stigler (1971) adalah aktivitas seputar peraturan
menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan
sebagal sisi permintaan dan legislatif sebagai s#pp/y. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan
aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk
mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk
menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji
mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Dalam teori ini kewenangan pusat termasuk
badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat.
Pemerintah di banyak negara telah membentuk badan pembuat peraturan yang bekerja secara
independen dan berusaha untuk menghasilkan standar akuntansi dengan kualitas tinggi yang
akan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu
keputusan. Beberapa pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan adalah pembuat
laporan keuangan dan auditor eksternal serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan
departemennya.

Perbedaan Pengakuan Nilai Aset Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual

Dengan berubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tetang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas atau Kas Menuju Akrual menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual maka secara
langsung berubah pula pencatatan dan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah. Dalam PP 24 tahun 2005 salah satunya adalah mengatur tentang penyajian
Neraca yang sebelumnya menggunakan kas basis menjadi kas menuju akrual. Namun,
berdasarkan hasil pengamatan penulis pada kenyatannya masih banyak laporan keuangan
pemerintah yang belum sepenuhnya menggunakan system pencatatan secara akrual basis pada
penyajian neraca. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa praktisi pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah, mereka menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya
beberapa hal. Seperti misalnya dalam PP No. 24 Tahun 2005 belum mengatur tentang
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pencatatan beban penyisihan piutang tak tertagih dan penyisihan piutang, begitu pula dengan
beban penyusutan aktiva tetap dan akumulai penyusutan aktiva tetap. Pada sisi lain IAI sebagai
team penerbit Buletin Teknis (Bultek) juga belum menerbitkan Buletin teknis tentang beban
penyisihan piutang tak tertagih dan penyisihan piutang, begitu pula dengan beban penyusutan
aktiva tetap dan akumulai penyusutan aktiva tetap.Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya
kesalahan dalam pencatatan maka pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan
perhitungan penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap pada laporang neraca.

Hal yang sama pula terjadi untuk amortisasi aset tidak berwujud pada aktiva lainnya.

Masih menurut beberapa praktisi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, hal tersebut
dikarenakan dalam PP 24 tahun 2005 belum mengatur standar pencatatan dan penyajian
Laporan Operasional sebagai sarana menyajikan beban-beban sehingga akun-akun pada neraca
disajikan dengan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk piutang, aset tetap
maupun aset tidak berwujud. PP 24 tahun 2005 juga belum mengatur standar penyajian
persedian sehingga persediaan hanya menyajikan hasil opname akhir tahun tidak menyajikan
jumlah konsumi persediaan selama satu tahun anggaran.
Meskipun PP No.71 Tahun 2011 secara tegas mencabut pemberlakuan PP No. 24 Tahyn
2005, namun kenyataannya pemerintah daerah belum melaksanakan PP 71 Tahun 2011 secara
penuh. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Akuntansi Akrual bagi pemerintah daerah. Dalam PP No.64 Tahun 2013
tersebut diantaranya mengatur bahwa penerapan sisten akuntansi pemerintah berbasis akrual
penuh dilaksanakan paling lambat lima tahun setelah di terbitkannya PP No. 71 Tahun 2011.
Pada sisi lain apabila diperhatikan isi lampiran II PP No.71 Tahun 2011 maka ditemukan
kesamaan dengan muatan PP No. 24 tahun 2005 dengan kata lain lampiran II PP No 71
Tahun 2011 merupakan turunan dari muatan PP 24 Tahun 2005.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
hakekatnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 meskipun belum sepenuhnya tetapi
dilakukan bertahap dalam rangka menuju akrual penuh sejak tahun 2015. Implementasinya
diwujudkan dengan penambahan komponen laporan keuangan yaitu laporan operasional,
laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas dalam unsur laporan
keuangan, serta penambahan pada ciri keuangan pemerintah bagi pengendalian tentang
penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintahan (PP 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Paragraf 16) dan
pengakuan aset (Paragraf 90) yaitu piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim
untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau
tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Fenomena perubahan atas Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan suatu hal yang
menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena dengan berubahnya sistem akuntansi berubah pula
dalam penyusunan laporan keuangan baik dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian dan
kebijakan lainnya dan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri yang
tergambar dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Keberadaan aset juga mempengaruhi
kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan. Sistem Pengendalian
Intern atas pengelolaan aset negara harus dilakukan secara optimal untuk mencegah
penyimpangan yang dapat merugikan negara, selain itu menurut Meta (2016)perubahan sistem
akuntansi pemerintah juga membawa perbedaan dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Dewi (2012), Untuk pernyajian asset tetap karena IPSAS menggunakan
standar akuntansi berbasis akrual maka pendapatan atau biaya yang timbul pada saat transaksi
akan diakui pada saat timbulnya hak/kewajiban. Akibatnya maka depresiasi diakui sebagai
biaya dan mengurangi nilai asset tetap.
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Penelitian yang dilakukan Sandra dan Satriawan (2016) menyatakan bahwa terdapat perbedaan
dasar pencatatan berbasis kas dengan dasar pencatatan berbasis akrual. Karena, dasar
pencatatan berbasis kas pada aset yang diterima dari pusat diakui sebagai pendapatan dan
belanja modal dalam jumlah yang sama dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan dasar
pencatatan berbasis akrual aset yang diterima dari pusat tersebut diakui sebagai pendapatan
operasional, perbedaan pencatatan unsur aset dan ekuitas dana berbasis kas dengan berbasis
akrual, unsur kewajiban tidak terdapat perbedaan pencatatan berbasis kas dengan berbasis
akrual.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparakan maka hipotesis yang diajukan adalah:

H,: Terdapat pernuruan nilai aset lancar sesudah penerapansistem akuntansi pemerintah
berbasis akrual.

H,: Terdapat penurunan nilai aset tetap sesudah penerapansistem akuntansi pemerintah
berbasis akrual.

H;: Terdapat penurunan nilai aset lainnya sesudah penerapansistem akuntansi pemerintah
berbasis akrual.

Kualitas Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis Akrual
Begitu pentingnya peran pengungkapan dalam laporan keuangan, pemeriksaan laporan
keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi pengungkapan dalam
laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan
keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak yang independen,
untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. PP No. 71 Tahun
2010 ini diatur bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk mengungkapkan LKPD adalah
basis akrual. PP ini memperbaharui SAP sebelumnya yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang masih
menggunakan basis cash towards accrual namun masih diberi tenggang waktu hingga tahun 2014
untuk mengubah basis akuntansi yang digunakan. Pengungkapan LKPD daerah disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merincikan bagian-bagian dalam LKPD dan
pengungkapan-pengungkapan lain yang perlu.

Penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam mewujudkan transparantasi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat
lebih teratur kinerjanya. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean corporate governance, sehingga
tujuan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan
tersebut pemerintah dan seluruh pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas
laporan keuangannya yang tergambar dari opini yang diberikan BPK (Saleh, 2015).

Pencapaian opini atas laporan keuangan di tahun pertama penerapan akuntansi akrual
juga menunjukan optimisme pemerintah dan menjadi batu pijakan awal peningkatan kualtias
laporan keuangan di masa mendatang (Meta, 20106)

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparakn maka hipotesis yang diajukan adalah:

H, : Kualitas laporan keuangan sesudah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual lebih baik dibanding sebelum akrual.
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B.METODE PENELITIAN

Sampel

Populasiadalahkumpulandarikeseluruhaneleman  yang  akanditarikkesimpulan ~ (Cooper
danSchinder, 2006). Populasi penelitian ini adalah seluruhpemerintah di Indonesia.

Sampel adalah elemen sebuah populasi yang akan diambil kesimpulannya dan mencerminkan
kondisi populasinya (Cooper dan Schinder, 20006). Sampel dalam penelitian ini adalah
pemerintah provinsi, daerah dan kota di Indonesia.

Definisi operasional variable

Aset Lancar

Asetlancar menurut SAP Nomor 71 Tahun 2010 adalah uang kas dan aset-aset lain atau
sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi
selama siklus usaha/operasional yang normal atau dalam waktu satu tahun, mana yang lebih
lama.

Dalampenelitianini, asset lancerdiukurdengan :

Asetlancar = JumlahAsetlancar

Aset Tetap

Aset tetap menurut SAP Nomor 71 Tahun 2010adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalampenelitianini, asset tetapdiukurdengan :
AsetTetap = JumlahAsetTetap

Aset Lainnya

Berdasarkan PMK 219/PMK 05/2013 tenyang kebijakan pemerintah pusat, definisi aset
lainnya dan pemendagri nomor 64 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
pada pemerintah daerah, asset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan cadangan serta piutang jangka panjang.

Dalampenelitianini, asset lainnyadiukurdengan :
AsetLainnya = JumlahAsetLainnya

Kualitas Laporan Keuangan

MenurutHandayani (2012), kualitaslaporankeuanganpemerintahdapatdiukurdariopini auditor.
Akuntabilitaspemerintahantara lain terlihatdariopini yang diberikan BPK
terthadaplaporankeuangan  yang  diperiksa.  Semakinbaikpengelolaankeuangan  yang
dilakukanolehpemerintah, makaakansemakinbaikkualitaslaporankeuangan.
Dengandiperolehnyaopini WTP olehsuatu LKKL ataupun LKPD,
menunjukkanakuntabilitassemakinbaik.

Dalampenelitianini, kualitaslaporankeungandiukurdenganvariabledummy. Yaitu 1

untuklaporankeuangan yang memperolehopini WP oleh audit dan 0 untuklaporankeuangan
yang memperolehopiniselain WTP oleh audit
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Metode Analisis Data

Pengujianhipotesisinimenggunakanujistatistik parametric dan non-parametric.
Berdasarkanparameternyastatisticdibagimenjadidua, yakniparametriedannon-parametric.
Statistikparametricadalahstatistik ~ yang mempertimbangkanjenissebaranataudistribusi  data,
yaituapakah data menyebarsecara normal atautidak. Dengan kata lain, data yang
akandianalisismenggunakanstatisticparametricharusmemenuhiasumsinormalitas. Sementara itu,
statistik #on-parametric adalah statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai
parameter populasi terhadap sampel penelitian. Hipotesisdiujidenganmenggunakanpaired sample
t-test dan wilcoxon signed ranfk test. Paired sample t-test
digunakanuntukmengujiadatidaknyaperbedaandua rata-rata populasi yang datanyaberbentuk
interval danrasiosertaberdistribusi normal. Sementara itu, Wikoxon signed rank fest digunakan
untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada dua pengamatan,antara sebelum dan
sesudah adanya perlakuan tertentu. DalampenelitianiniPaired sample t-test dan wilcoxon signed rank
test digunakanuntukmengujimasing-masing sub variablepenelitian.

D. ANALISIS DANPEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemerintah provinsi, daerah
dan kota di Indonesia. Jumlah seluruh pemerintahan daerah provinsi, daerah dan kota di
Indonesia adalah sebanyak 542 di tahun 2015. Data berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPD
di tahun 2014 dan 2015 yang telah selesai diperiksa oleh BPK.Berdasarkan kriteria pemilihan
sampel yang telah ditetapkan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 430 untuk sebelum
penetapan sistem akuntansi berbasis akrual dan 430 untuk setelah penetapan sistem akuntansi
berbasis akrual. Sampel dalam penelitian ini dipilih mengggunakan teknik purpossive sampling
atau berdasarkan kriteria tertentu yaitu :

Tabel 1. SampelPenelitian

No | Keterangan Jumlah
1 LKPD tahun anggaran 2014-2015 yang telah | 542
' diserahkan dan telah selesai diperiksa oleh BPK
LKPD tahunanggaran 2014 yang | (104)
2
telahmenerapkansystemakrual
3. Tidak memperoleh Opini dari BPK (8)
4 Jumlah sampel 430

Sumber : Data Sekunder yang telahdiolah

Berdasarkan hajil pengujian deskriptif statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mean aset lancar sebelum penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar Rp
1.339.558.226.128,46 dan sesudah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar
Rp1.193.261.275.735,65. Dengan demikian terlihat adanya penurunan nilai aset lancar
sebesar Rp 146.296.950.393 setelah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;

2. Mean aset tetap sebelum penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar Rp
4.901.290.902.796,35 dan sesudah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar Rp

79



Jurnal Akuntansi dan Kenangan, V'ol. 22 No. 1, Januari 2017

4.254.634.483.124,23. Dengan demikian terlihat adanya penurunan nilai aset tetap sebesar
Rp 646.650.419.672 setelah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual; dan

3. Nilai minimum aset lainnya menunjukan sesuatu yang berbeda dibanding aset lancar dan
aset tetap terlihat dengan nilai O (nol). Nilai nol disebabkan ada beberapa sempel pada
daerah (kabupaten) yang tidak memiliki nilai aset lainnya. Adapun daerah (kabupaten) yang
tidak memiliki nilai aset lainnya antara lain: Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah, Kab.
Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kab. Kepulauan Sula, Kab.
Membramo Tengah, Kab. Puncak, Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Pegunungan Arfak.
Hal itu dikarenakan daerah (kabupaten) tersebut merupakan daerah-daerah otonomi baru
(DOB) dengan kurun waktu tahun 2012-2014. Selanjutnya, nilaizean aset lainnya sebelum
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar ~ Rp 245.266.517.564,45 dan sesudah
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar Rp 243.892.960.357,236. Dengan
demikian terdapat penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp. 1.373.557.207 setelah
penerapan sistemakuntansia berbasis akrual.

4. Selanjunyanilai zeanuntuk Opini BPK sebelum penerapan sistem akuntansi berbasis akrual
sebesar 0,46 dan sesudah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar 0,59.Dengan
demikian terlihat bahwa nilai Opini BPK sesudah penerapan sistem akuntansi berbasis
akrual lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Opini BPK sebelum penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, diperoleh data pada penelitian ini
berdistribusi tidak normal. Dikarenakan data yang berdistribusi tidak normal, maka uji yang
dilakukan untuk pengujian hipotesis menggunakan Wilkoxon signed rank ftest. Hal tersebut
dikarenakan pengujian dengan statistik non-parametric adalah statistik yang modelnya tidak
menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi terhadap sampel penelitian.

Dari hasil uji Wilcoxon signed rank test, diperolehnilai Z-hitung lebih besar disbanding Z-tabel,
serta P value lebih kecil dibanding a/pha untuk setiap pengujian variabel. Dengan demikian,
seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini didukung.

Penurunan Nilai Aset Lancar Sesudah Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Hipotesis 1 menunujukan adanya penurunan signifikan nilai aset lancar dengan nilai
lebih kecil setelah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, dibandingkan sebelum
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penurunan nilai aset lancar tersebut dapat
diketahui dengan mengamati nilai wean pada tabel 4.2 dan 4.3. Nilai mean untuk aset lancar
sebelum penerapan sistemakuntansi berbasis akrual sebesar Rp.1.339.558.226.128,46menjadi
Rp.1.193.261.275.735,65. Terdapat  penurunanmeanyang cukup signifikan sebesar Rp.
146.296.950.393 hal tersebut dikarenakan adanya penambahan penyajian akun dalam penyajian
neraca yaitu penyisihan piutang hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 pencatatan beban
penyisithan piutang tak tertagih dan penyisthan piutang belum diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan pada buletin teknis nomor 06 telah diganti dengan
buletin teknis nomor 16 Bab VII yang mengatur tentang Penghapustagihan Piutang. Atas
penambahan akun dalam penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi nilai (saldo) akhir
neraca yang disajikan. akun tersebut menyebabkan nilai asset lancar menjadi lebih kecil
dibanding sebelumnya dalam penyajian asset lancar pada neraca

Sandra dan Satriawan (2016) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasar pencatatan
berbasis kas dengan dasar pencatatan berbasis akrual. Karena, dasar pencatatan berbasis kas
pada aset yang diterima dari pusat ( dropping) diakui sebagai pendapatan dan belanja modal
dalam jumlah yang sama dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan dasar pencatatan
berbasis akrual aset yang diterima dari pusat tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
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Pada saat pengunaan system kas menuju akrual, aset yang diterima dari pusat diakui sebagai
dua akun, tetapi ketika penerapan system akrual aset tersebut hanya diakui sebagai satu akun
saja dalam pengakuannya sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dasar pencatatan yang
dapat mempengaruhi nilainya dikemudian hari.

Penurunan Nilai Aset Tetap Sesudah Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Hasil hipotesis 2 dalam penelitian ini menunjukan terdapatnya penurunan signifikan
nilai aset tetap sesudah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Nilai aset tetap mengalami
penurunan setelah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut ditunjukan
dengan nilai weanpada tabel 4.2 dan 4.3 statistik deksriptif. Nilai meanaset tetap mengalami
penurunan sebesar Rp.646.656.419.672 dimana nilai aset tetap sebelum penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual sebesar Rp. 4.901.290.902.796,35 dan sesudah penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual Rp.4.254.634.483.124,23.

PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa: Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.PSAP 07 Paragraf 20
menyatakan bahwa: Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan.
Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan demikian, Jalan, Irigasi, dan Jaringan
disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode
penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 yang telah
diganti dengan buletin teknis nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan. Dalam PP 24 aset
tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan, tetapi belum dikurangi dengan akumulasi
penyusutan. Sedangkan pada PP 70 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penelitian Alimah dan Mufarrohah (2017), menunjukan adanya penurunan nilai aset
setelah penerapan sistem akrual basis. Adanya penurunan tersebut dikarenakan adanya
penerapan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap.Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset
tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan.

Penurunan Nilai Aset Lainnya SesudahPenerapanSistemAkuntansi Berbasis Akrual

Hipotesis 3 didukung, pada uji wikoxon menunujukan adanya penurunan signifikan
nilaiaset lainnya, yang mana nilai aset lainnya setelah penerapan sistem akuntansi berbasis
akrual lebih kecildibandingkan sebelum penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
Penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp.268.689.188.180 dapat diketahui dengan mengamati
nilai mean pada tabel 4.2 dan 4.3 yaitu tabel statistik deskriptif. Nilai zeanuntuk aset lainnya
sebelum penerapan sistem akrual sebesar Rp.245.266.517.564,45.kemudian menurun menjadi
Rp243.892.960.357,236. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan sistem
akuntansi akrual basis dan kas basis. Terlihat dengan adanya penambahan akun-akun pada
penyajian laporan keuangan (neraca) setelah penerapan sistem akrual seperti akun penyisihan
terhadap tagihan tuntutan ganti rugi, amortisasi aset tidak berwujud dan adanya akumulasi
penyusutan untuk aktiva lainnya atas penjelasan tersebut dapat dilihat pada buletin teknis
nomor 11 yang telah diganti dengan buletin teknis nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak
Berwujud. Adanya penyisihan dan pencadangan terhadap suatu akun, maka dapat mengurangi
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nilai pada akun itu sendiri sehingga sangat mempengaruhi nilai (saldo) akhir neraca yang
disajikan.

Menurut PP 71 Tahun 2011, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dalam Neraca. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar. Berbeda dengan sistem kas yang mencatat transaksi setelah uang
atau kas sudah benar-benar dikeluarkan. LKPD tahun 2015 harus menggunakan SAP berbasis
akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berdasarkan basis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menghadapi tuntutan aturan tersebut,
dalam pencatatan aset pada LKPD, maka pemerintah daerah wajib mencantumkan nilai
sewajarnya dari suatu aset.

Pada penelitian ini, seluruh nilai asset mengalami penurunan dan seluruh hipotesis
diterima. Hal tersebut dapat dikarenakan, setelah pemerintah mengeluarkan PP 71 tahun
2010, yang merupakan penegasan kembali penggunaan akrual basis dalam system penyajian
laporan keuangan serta telah adanya bulletin teknis yang memberikan contoh pencatatan
dalam penerapan sistema akrual yang lebih terperinci. Sehingga, para staff keperintahan dapat
lebih memahami serta mematuhui peraturan terhadap penyajian laporan keuangan, terutama
penyajian neraca dalam bentuk akrual basis yang seutuhnya.

Kualitas Laporan Keuangan Sesudah PenerapanSistem Akuntansi Berbasis Akrual
Lebih Baik Dibanding Sebelum Akrual

Hipotesis 4 dalam penelitian ini didukung, yaitu terdapat perbedaan kulitas laporan
keuangan sebelum dan setelah penerapan sistem akrual dimana kualitas laporan keuangan
setelah penerapan sistem akrual lebih baik disbanding sebelum penerapan sistem akrual.hal ini
diketahui dari adanya peningkatan opini WTP yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar
58,8% yang sebelumnya hanya sekitar 46,3%, atau telah terjadi peningkatan opini WTP
sebesar 12,5%.

Dampak positif dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga telah banyak
diakui oleh para peneliti. Nirmala, ezz/ (2014) menyebutkan bahwa perubahan basis akuntansi
sektor publik dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual disebabkan oleh kelemahan
basis kas dalam menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan (misalnya
informasi tentang utang dan piutang). Informasi yang dihasilkan basis akrual lebih tepat untuk
menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, dapat menghasilkan informasi yang dapat
diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi keuangan
yang komprehensif tentang pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan basis akrual, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan
internal yang tepat karena pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih baik dan
komprehensif terkait dengan sumber daya ekonominya.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan
yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib
pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas.
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Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini WTIP atau
WTP DPP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD. Pemerintah daerah
sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan
diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan
yang ingin mengetahui entitas secara lebih dalam, di mana adanya perbedaan karakteristik
antar entitas yang akan memberikan perbedaan nilai dalam laporan keuangan masing-masing
entitas.

Kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelum laporan keuangan pemerintah
daerah diterbitkan, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk
menilai kewajarannya dan diberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Dengan demikian,
teori entitas dan teori regulasi yang diajukan terdukung, dimana menjadi sebuah keharusan dan
kewajiban bagi pemerintah daerah selaku entitas pelaporan untuk menerapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebagai dampak dari regulasi peraturan pemerintah.

E. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik

simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 didukung. Terdapat penurunan aset lancar sesudah penerapan sistem
akuntansi berbasis akrual. Nilai aset lancar setelah penerapan sistem akuntansi berbasis
akrual lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa
penambahan akun untuk aset lancar dalam penyajian laporan keuangan antaralain
penyisihan piutang dan perubahan atas pencatatan saldo akhir persediaan.

2. Hipotesis 2 didukung. Terdapat penutunan signifikan aset tetap sesudah penerapan
sistem akuntansi berbasis akrual. Nilai aset tetap setelah penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal tersebut disebabkan
diberlakukannya akumulasi penyusutn aset tetap pada neraca laporan keuangan, sesuai
dengan PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap setelah penerapan sistem akrual disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

3. Hipotesis 3 didukung. Terdapat penurunan signifikan aset lainnya sesudah penerapan
sistem akuntansi berbasis akrual. Nilai aset lainnya setelah penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat
beberapa penambahan akun setelah penerapan sistem akrual yang dapat mempengaruhi
nilai aset lainnya seperti akun penyisihan terhadap tagihan tuntutanganti rugi, amortisasi
aset tidak berwujud dan adanya akumulasi penyusutan untuk aktiva lainnya.

4. Hipotesis 4 didukung. Terdapat kenaikan signifikan rata-rata opini BPK sesudah
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Informasi yang dihasilkan basis akrual lebih
tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, dapat menghasilkan
informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat
menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode sampel penelitian
dimulai tahun 2014 dan 2015, dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama penerapan basis
akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga periode pengamatan
masih sangat pendek antara batas penerapan System akrual dengan data yang diteliti. Kedua,
peneleliti tidak memisahkan pengujian terhadap masing-masing daerah, provinsi dan kota
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sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih general dan tidak spesifik untuk mengetahui
dampak penerapan sistem akrual pada sektor pemerintah.
Saran

Atas keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah
tahun pengamatan, terlebih lagi tahun setelah penerapan akrual. Selain itu, peneliti selanjutnya
dapat membuat analisis tambahan terhadap masing-masig wilayah, seperti daerah, kota dan
provisi serta penambahan variabel-variabel lain yang yang memiliki pengaruh terhadap
penerapan basis akrual, misalnya karakteristik pemerintah daerah, umur pemerintah daerah
dan sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian menggunakan data primer terhadap
penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mengimplementasikan SAP Akrual terdapat beberapa tantangan yang memerlukan
perhatian bagi seluruh pihak yang terkait agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan
dapat mencapai tujuan serta manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual, komitmen politik
yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar proses perubahan
tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan
Negara yang akuntabel.
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sapoleh--yasser-a-usman-semm

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

N | Minimum Maximum Mean Std. Deviation
AsetLancarSeb 430 | 183128550,00 14872136514127,00 1339558226128,4600 17173805732181,3000
AsctlancarSSD | 430 | 1046455330,57 17450490675026,00 1193261275735,6500 13780684577138,9000
AsetTetapSeb 430 | 3869112000,00 341982544524372,00 4901290902796,3500 24233398291332,5000
AsetTetapSSd 430 | 3316979756,09 334403041973049,00 4254634483124,2300 22331885778922,3000
AsetlainnyaSeb | 430 | 0,00 51430409936269,00 245266517564,4500 2508707743714,6200
AsetlainnyaSSd | 430 | 0,00 45653550146654,00 243892960357,2360 2240018555534,7500
Valid N (istwise) | 430
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Descriptive Statistics

opini_sebelu |opini_sesuda
m_akrual h_akrual

N Valid 430 430

Missing 0 0
Mean 46 .59
Median .00 1.00
Mode 0 1
Std. Deviation 499 493
Minimum 0 0
Maximum 1 1
Opini_sebelum_akrual

Cumulative
Frequency [Percent [Valid Percent [Percent

Valid 0 230 53.7 53.7 53.7

1 200 46.3 46.3 100.0

Total J430 100.0 100.0
Opini_sesudah_akrual

Cumulative
Frequency |Percent [Valid Percent [Percent

Valid 0 177 41.2 41.2 41.2

1 253 58.8 58.8 100.0

Total 430 100.0 100.0
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

AsetlancarSeb  [AsetlLancarSSD
N 430 430
Normal Parameters™  Mean 7.18E12 1.57E13
Std. Deviation 2.618E13 1.759E14
Most Extreme Absolute 392 464
Differences Positive 336 417
Negative -392 -.464

Kolmogorov-Smirnov Z 8.127 9.631
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000

a. Test distribution is Normal.
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Opini_sesudah_akrual

Cumulative
Frequency |Percent [Valid Percent [Percent
Valid 0 177 41.2 41.2 41.2
1 253 58.8 58.8 100.0
b. Calculated from data.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
AsetTetapSeb  |AsetTetapSSd

N 430 430
Normal Parameters™  Mean 5.98E13 5.23E13

Std. Deviation 1.865E14 2.654E14
Most Extreme Absolute .383 422
Differences Positive 383 356

Negative -374 -422
Kolmogorov-Smirnov Z 7.935 8.748
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

AsetLainnyaSeb |AsetlainnyaSSd

N 430 430
Normal Parameters™  Mean 3.23E12 7.42E14

Std. Deviation 1.193E13 2.997E15
Most Extreme Absolute 393 498
Differences Positive 366 498

Negative -.393 -477
Kolmogorov-Smirnov Z 8.157 10.327
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

opini_sebelu |opini_sesuda
m_akrual h_akrual
N 430 430
Normal Parameters™ ~ Mean 46 .59
Std. Deviation 499 493
Most Extreme Absolute 360 386
Differences Positive 360 296
Negative -322 -.386
Kolmogorov-Smirnov Z 8.283 8.888
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Test Statistics”
AsetTetapSS
AsetlancarSS | d - | AsetLainnyaSSd
D - | AsetTetapSe |-
AsetLancarSeb | b AsetLainnyaSeb
Z -2,183" -13,591" -2,908°
ifizl)p' Sig (2] 09 000 004

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.
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KINERJA LINGKUNGAN DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBELUM DAN
SESUDAH UU NO 47 TAHUN 2012

Fadli Andika Putra
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Lampung

Lindrianasari
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Lampung
Email: lindrianasari@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

Environmental performance and disclosure level of CSR prior to the enactment of Law NO. 47
of 2012 is still voluntary. This means companies are not required to disclose environmental
performance in the annual report. While in 2012 has been applied new law, then with
enactment of the Act environmental performance should be disclosed in the annual report. This
study aims to determine how much influence Law no. 47 of 2012 can improve the
environmental performance and the level of CSR disclosure. There are two variables in this
study, ie environmental performance as measured by ISO 14001 certification and CSR
disclosure rate measured by GRI4. The number of samples of this study amounted to 640
companies of all companies listed on the BEI in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015. From the results of research on environmental performance and disclosure level of CSR,
positively affect the implementation of Law no. 47 of 2012.

Keywords: Environmental performance, CSR disclosure rate, Law no. 47 of 2012.

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan dalam segi ekonomi adalah memperoleh keuntungan (profit)
yang optimal. Keberadaan perusahaan tidak bisa terlepas dari lingkungan dimana perusahaan
tersebut berada. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam,
seringkali perusahaan tersebut mengabaikan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang terjadi
karena imbas dari kegiatan perusahaan itu. Dimana dampak tersebut merusak lingkungan
sekitar tempat perusahaan tersebut beroprasi seperti penggundulan hutan, polusi udara,
pencemaran air karena limbah pabrik dan lain-lain.

Adanya dampak dari kegiatan perusahaan tersebut yang sangat merugikan terutama bagi
masyarakat sekitar, membuat masyarakat sadar bahwasanya perusahaan dituntut agar melakukan
tanggung jawab sosial yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Masyarakat
menginginkan kerusakan terhadap lingkungan dikendalikan sehingga dampak sosial yang timbul
bisa dihindari.Pengungkapan akuntansi lingkungan (Ewnvironmental  Accounting  Disclosure
selanjutnya disingkat dengan EAD) di Negara-Negara berkembang memang masih sangat
kurang. Banyak penelitian di area Social Accounting Disclosure (selanjutnya akan disingkat dengan
SAD) umumnya dan EAD pada khususnya memperlihatkan bahwa pihak perusahaan
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melaporkan kinerja lingkungan yang masih sangat terbatas. Kondisi ini, salah satunya
dikarenakan lemahnya sangsi hukum yang berlaku di negara tersebut. Lindrianasari (2007)
menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara sangsi hukum dengan pengungkapan
akuntansi lingkungan yang wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh perusahaan.
Artinya, semakin keras sangsi hukum yang berlaku di suatu negara, akan semakin mengurangi
penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator. Hal ini menunjukan bahwa
sesungguhnya pihak regulator memiliki kekuatan untuk menekan pihak perusahaan dalam
meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka.

B. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Legitimasidapatdianggap sebagaimenyamakanpersepsiatauasumsibahwa
tindakanyangdilakukanolehsuatuentitas  adalahmerupakantindakanyang  diinginkan, pantas
ataupunsesuaidengansistemnorma,nilaikepercayaandan
definisiyangdikembangkansecarasosial(Suchman,1995).
Legitimasidianggappentingbagiperusahaandikarenakanlegitimasimasyarakat
kepadaperusahaanmenjadi faktoryang strategisbagiperkembanganperusahaan kedepan.

O’Donovan(2000)berpendapatlegitimasiorganisasidapatdilihat
sebagaisesuatuyangdiberikanmasyarakatkepadaperusahaandansesuatuyang
diinginkanataudicariperusahaandarimasyarakat.Dengandemikianlegitimasi

memilikimanfaatuntukmendukungkeberlangsunganhidup suatuperusahaan.
Legitimasimerupakansistempengelolaanperusahaanyangberorientasipada
keberpihakanterhadapmasyarakat(society),pemerintah individudankelompok

masyarakat,Grayezal.(1996:46).Untukitu,
sebagaisuatusistemyangmengutamakankeberpihakanataukepentingan masyarakat.

Deeganer al. (2002) menyatakan legitimasidapatdiperoleh manakalaterdapatkesesuaian
antarakeberadaanperusahaan tidakmenggangeu atau sesuai(congruent)
denganeksistensisistemnilaiyang adadalammasyarakatdan lingkungan. Ketikaterjadipergeseran
yang menujuketidaksesuaian,makapadasaat itulegitimasiperusahaandapatterancam.

Dasarpemikiranteori iniadalahorganisasiatauperusahaanakanterusberlanjut
keberadaannyajikamasyarakatmenyadaribahwaorganisasiberoperasiuntuk sistemnilaiyang
sepadandengansistemnilaimasyarakatitusendiri Teori
legitimasimenganjurkanperusahaanuntukmeyakinkanbahwa aktivitas dan
kinerjanyadapatditerimaolehmasyarakat.Perusahaanmenggunakan laporan
tahunanmerekauntukmenggambarkankesantanggung jawablingkungan, sehinggamerekaditerima
olehmasyarakat.

Pengungakapan Corporate Social Responsibitily (CSR)

Grayetal., (2001) menyatakanbahwaCSR Disclosuremerupakansuatu
prosespenyediainformasiyang  dirancang  untuk = mengemukakan  masalahseputar
socialaccountability,yangmanasecarakhas tindakan inidapatdipertanggungjawabkandalammedia-
mediasepertilaporan  tahunanmaupundalambentuk  iklan ~ yang  berorientasisosial.
PengungkapanCSR  merupakanpengungkapansuatuinformasimengenai aktivitas sosialyang
dilakukan perusahaan yang diharapkandapatmempengaruhipersepsimasyarakatterhadap
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perusahaandanmempengaruhikinerjakeuanganperusahaan.

MenurutChariridanGhozali(2007) pengungkapan dapatdiartikansebagai
pemberianinformasibagipihak-pihak  yang  berkepentinganterhadapinformasi  tersebut.
TujuanpengungkapandikategorikanmenurutSecuritiesExchange Commiission SEC)

menjadidua,yaitu 1) protectivedisclosureyang sebagaiupaya perlindunganterhadapinvestor, dan2)
informativedisclosureyang bertujuan memberikan informasiyanglayak kepadapenggunalaporan.
Pengungkapan
berkaitandenganakuntansipertanggungjawabansosialbertujuanuntukmenyediakan
informasiyang memungkinkandilakukanevaluasipengaruhperusahaanterhadap masyarakat.
Pengaruh kegiatan inibersifatnegatif,yang menimbulkanbiayasosial padamasyarakat, atau
positifyang berartimenimbulkanmanfaatsosialbagi masyarakat(Yuningsih, 2001).

Terdapat duajenispengungkapandalampelaporan keuangan yang telahditetapkan oleh
badan yangmemilikiotoritasdipasar modal. Yang pertamaadalahpengungkapan wajib

(mandatorydisclosure) yaituinformasiyangharusdiungkapkan olehemiten yang
diaturolehperaturanpasar modaldisuatunegara. Sedangkan yangkedua
adalahpengungkapansukarela(voluntarydisclosure) yaitu pengungkapan yang

dilakukansecarasukarelaolehperusahaantanpadiharuskan  olehstandaryang ada  (Fitriyani,
2012). Pengungkapansosialdilndonesiatermasuk ke dalamkategotimandatory disclosure.

Kinerja Lingkungan

Kinerjalingkunganadalahkinerja perusahaandalammenciptakanlingkungan yangbaik
(green) (Suratnoetal.,2006).Perusahaanmemberikanperhatian
terhadaplingkungansebagaiwujudtanggung jawabdankepedulianperusahaan
terhadaplingkungan.Kinerjalingkungandapatdilakukandenganmenerapkan
akuntansilingkungan. Akuntansilingkungan merupakanpengakuandanintegrasidampakisu-isu
lingkunganpadasistemakuntansitradisionalsuatuperusahaan(Halimdan Irawan,1998).
Akuntansilingkungantidakhanyamenghitungbiayadanmanfaat
ekonomiperusahaan,tetapijugamemperhitungkanbiayalingkunganyang
merupakaneksternalitasekonominegatifataubiaya-biayayangtimbuldiluar
pasar.Kendalayangdihadapiolehakuntansilingkunganadalahbelumadanya
standarpengukurandanpenilaiandampakaktivitas perusahaanterhadap
lingkungan,sebabtidaksemuabiayadanmanfaatlingkunganmudah
diidentifikasidandiukurdalamukuranmoneter(HalimdanIrawan,1998).

C. METODE PENELITIAN
Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sejumlah unsur-unsur dimana suatu kesimpulan akan disusun. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) 4 tahun sebelum dan 4 tahun sesudah ditetapkannya UU NO. 47 tahun 2012 yaitu
dari tahun 2008-2015. Dipilihnya perusahaan manufaktur dimaksudkan karena industri tersebut
kerat kaitanya dengan produksi langsung sehingga efek limbah yang dapat mencemari
lingkungan lebih besar.

Jenis Dan Sumber Data
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang
berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange
(IDX) periode 2008-2015. Sedangkan kinerja lingkungan yang diukur dengan sertifikasi ISO
juga merupakan data sekunder yang diambil dari annual report perusahaan.

Variabel Penelitian Dan Definisi Oprasional
1. Kinerja Lingkungan

Pada penelitian ini, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan sertifikasi ISO 14001
yang merupakan sertifikat terhadap sistem manajemen lingkungan yang baik. Untuk
pengukurannya akan digunakan dummy variable, nilai 1 akan diberikan bagi perusahaan
manufaktur yang masuk dalam kategori menjalankan kinerja lingkungan yang baik dan 0 untuk
perusahaan yang belum bersertifikasi ISO 14001.

2. Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibitilty (CSR)

CSR  disclosure diukur dengan menggunakan index CSR majemuk. Kategori tingkat
pengungkapan CSR menggunakan standar dari GRI (global reporting initiative). GRI terdiri dari
3 fokus pengungkapan, yaitu ekomomi,lingkungan dan sosial sebagai dasar sustainability reporting
(Dahlia dan Siregar,2008).

Terdapat beberapa indikator dalam GRI sebagai berikut:
. indikator kinerja finansial

. indikator kinerja lingkungan

. indikator kinerja tenaga kerja

. indikator kinerja hak asasi manusia

. indikator kinerja sosial

. indikator kinerja produk

AU W

Pada penelitian ini indikator yang dipakai hanya lima yaitu, kinerja finansial, kinerja tenaga
kerja, kinerja hak asasi manusia, kinerja sosial, kinerja produk. Pendekatan untuk menghitung
CSDI pada dasarnya mengunakan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian
ini diberi nilai 1 jika diungkapkan dan O jika tidak diungkapkan (Haniffa et al, 2005 )Indeks
pengungkapan masing-masing perusahaan kemudian dihitung dengan membagi jumlah item
yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan ini
konsisten dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Utomo, 2000), yang
dinyatakan dalan corporate social responsibility indexs (CSRI) dengan rumus sebagai berikut :

CSRij = 22U
nj
CSRYj :corporate social responsibility index perusahaan j
nj : jumlah item untuk perusahaan
xXij : variable dummy, 1= jika item i diungkapkan, O jika item i tidak diungkapkan, dengan
demikian, 0SCSRI;nj<1

Metode Analisis

Tipe penelitian ini dari sudut pandang rerangka berpikir tergolong penelitian kuantitatif.
Kerangka berpikir jenis ini menguiji teori-teori dengan menggunakan angka dan metode statistik
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dalam melakukan analisis data (Yamin dan Kurniawan, 2009). Alat uji yang digunakan dalam
pengujian penelitian ini adalah pazred sampel t-fest. Pengujian inidigunakan pada data yang
berdistribusi normal untuk menguji apakah secara ststistik terdapat perbedaan  kinerja
lingkungan dan tingkat pengungkapan CSR sebelum dan sesudah UU No 47 tahun 2012.
Apabila data berdistribusi tidak normal maka alat analisis yang digunakan adalah wikoxon signed
rank test. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,95 atau o = 0,05 (2-
tailed).

Alat analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh kinerja lingkungan
terhadap tingkat pengungkapan CSR sebelum dan sesudah UU No 47 tahun 2012 adalah
program SPSS 16.0 dengan derajat kepercayaan sebesar 95 % dan tingkat kesalahan sebesar 5 %.
Jika probabilitas (p-value) < 5% maka Ha terdukung, tetapi apabila probabilitas (p-value) > 5%
maka Ha tidak terdukung.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian distribusi normalitas data
menggunakan uji &olmogorov smirnov. Pada pengujian ini, jika data berdistribusi normal maka
menggunakan alat analisis pazred sample t-test yang terdapat pada menu compare means dalam SPSS,
namun apabila data berdistribusi tidak normal maka alat analisis yang digunakan adalah wilcoxon
signed rank test yang terdapat pada menu non parametric test dalam SPSS dengan tingkat keyakinan
yakni 0,95 atau o« = 0,05 (2-zailed).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas Kinerja Lingkungan

Hasil uji statistik non parametik kolmogorov simirnov kinerja lingkungan dapat dilihat pada
tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kinerja Lingkungan

ISOsebelum ISOsetelah

N 320 320
Normal Parameters® Mean 21 A4

Std. Deviation 405 497
Most Extreme Absolute 488 372
Differences Positive 488 372

Negative -.305 -.310
Kolmogorov-Smirnov Z 8.736 6.647
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000

Sumber data: data output SPSS, 2017

Tabel 1 diatas merupakan hasil pengujian uji statistik non paramtrik &olmogorov simirnov,
yang menunjukan bahwa variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu Kinerja lingkungan
sebelum dan setelah UU No. 47 tahun 2012 memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (« = 5%)).
Hal ini menunjukan bahwa HO ditolak dan Kinerja lingkungan sebelum dan setelah UU No. 47
tahun 2012 terdistribusi tidak normal.

Uji Normalitas Tingkat Pengungkapan CSR
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Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui dan memastikan sebelum dilakukan uji analisis
paired sampel t-test data terdistribusi normal. Namun jika data tidak terdistribusi secara normal
akan digunakan uji wilxoson signed rank. Berikut ini adalalah tabel hasil pengujian statistik non
parametrik &olnogorov simirnov dengan kriteria;

Hipotesis HO ditolak bila asymprotic signifikan value < 0,05

Hasil uji statistik non parametrik &olmogorov simirnov tingkat pengungkapan CSR sebelum dan
setelah UU No. 47 tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov Simirnov Pengungkapan CSR

CSRsebelum CSRsetelah

N 320 320
Normal Parameters® Mean .04979 22878

Std. Deviation .030615 .086252
Most Extreme Absolute 257 .065
Differences Positive 257 065

Negative -.208 -.046
Kolmogorov-Smirnov Z 4.604 2.159
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000

Sumber data: data output SPSS, 2017

Tabel 2 diatas merupakan hasil pengujian uji statistik non paramtrik &olmogorov simirnov, yang
menunjukan bahwa variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu tingkat pengungkapan CSR
sebelum dan setelah UU No. 47 tahun 2012 memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (« = 5%).
Hal ini menunjukan bahwa HO ditolak dan variabel tingkat pengungkapan CSR sebelum dan
setelah UU No. 47 tahun 2012 terdistribusi tidak normal.

Analisis Data

1. Pengujian Hipotesis Pertama
Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara
kinerja lingkungan sebelum dan setelah UU No. 47 tahun 2012, yang didefinisikan kedalam
hipotesis pertama yaitu;

H1: Ada beda yang signifikan pada kinerja lingkungan sebelum dan setelah
penerapan UU No. 47 tahun 2012. Output uji wikoxon signed rank kinerja
lingkungan sebelum dan setelah UU No. 47 tahun 2012 dapat ditunjukan dalam
tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 3 wilcoxon signed rank test

N Mean Rank Sum of Ranks
ISOsesudah - Negative Ranks 0 .00 .00
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ISOsebelum Positive Ranks 75P 38.00 2850.00
Ties 245°¢
Total 320

Tabel 4 Test Statistics”
ISOsesudah - ISOsebelum

Z -8.660"
Asymp. Sig. (2-
tailed) 000

Sumber: data output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap kinerja lingkungan dengan uji wikoxon signed rank
diatas, diketahui bahwa secara statistik signifikansi yang terlihat dari value (sig-2 tailed) sebesar
0.000 lebih kecil dari o« = 5% menunjukan bahwa perbedaan tersebut signifikan dah H1
diterima. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan sebelum UU
No. 47 tahun 2012 jauh berbeda saat diterapkanya UU tersebut, sehingga kinerja lingkungan
setelah UU No. 47 tahun 2012 lebih baik.

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan
antara tingkat pengungkapan CSR sebelum dan setelah UU No. 47 tahun 2012, yang
didefinisikan kedalam hipotesis kedua yaitu;
H2: Ada beda yang signifikan pada tingkat pengungkapan CSR sebelum dan setelah
penerapan UU No. 47 tahun 2012.

Output uji wilcoxon signed rank tingkat pengungkapan CSR sebelum dan setelah UU No. 47 tahun
2012 dapat ditunjukan pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap tingkat pengungkapan CSR dengan uji wilcoxon signed
rank, diketahui bahwa secara statistik signifikansi yang terlihat dari value (sig-2 tailed) sebesar
0,000 kurang dari a= 5% (0,05) menunjukan bahwa perbedaan tersebut signifikan dan H2
diterima. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan CSR
sebelum dan sesudah penerapan UU No. 47 tahun 2012 mengalami perbedaan yang signifikan
yang artinya tingkat pengungkapan CSR setelah penerapan UU No. 47 tahun 2012 lebih besar
dibandingkan sebelum penerapan UU No. 47 tahun 2012.

Tabel 5 hasil pengujian wilcoxon signed rank

N Mean Rank Sum of Ranks

CSRsesudah - Negative Ranks 0 .00 .00
CSRsebelum Positive Ranks 319" 160.00 51040.00
Ties 1°
Total 320

Tabel 6 Test Statistics”
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CSRsesudah — CSRsebelum

Z

Asymp. Sig. (2-

-15.486"
.000

tailed)

Sumber: data output SPSS, 2017.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh diterapkanya UU No. 47

tahun 2012 terhadap kinerja keuangan dan tingkat pengungkapan corporate social responsibility
(CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2008-2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut.

1.

Hasil penelitian mengenai variabel kinerja lingkungan terdapat perbedaan yang signifikan
sebelum dan setelah diterapkanya UU No. 47 tahun 2012 pada perusahaan yang menjadi
sampel penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya UU No. 47 tahun 2012
menyebabkan kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur berbeda dari sebelum
diterapkanya UU No. 47 tahun 2012 tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan
adanya campur tangan pemerintah dalam membuat undang-undang yang mengatur tentang
kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan manufaktur
yang menjadi objek penelitian ini, sehingga dampak positif dari tujuan diberlakukanya UU
No. 47 tahun 2012 ini dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian mengenai tingkat pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terdapat
perbedaan signifikan tingkat pengungkapan CSR sebelum dan setelah penerapan UU No. 47
tahun 2012 pada masing-masing sampel yang menjadi objek penelitian. Hal ini dapat
diartikan bahwa dengan adanya UU No. 47 tahun 2012 menyebabkan tingkat pengungkapan
CSR pada perusahaan manufaktur yang diteliti jauh lebih baik, yang berarti perusahaan-
perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibanya untuk perduli terhadap lingkungan
sekitar.

Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan masalah dalam melakukan penelitian ini, yaitu;

1.

Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan priode pengamatan empat tahun
sebelum dan empat tahun setelah diberlakukanya UU No. 47 tahun 2012. Tahun 2008-2011
merupakan tahun sebelum diterapkanya UU No. 47 tahun 2012. sedangkan penerapan UU
No. 47 tahun 2012 yaitu dari tahun 2012-2015.

Pemilihan sampel akhir didasarkan ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalam
annual report, namun beberapa informasi tidak lengkap sehingga dikeluarkan dari sampel
penelitian agar tidak menimbulkan kesalahan.

Saran
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Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah dipaparkan diatas, saran yang dapat diajukan
untuk penelitian yang akan datang antara lain sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan tidak terbatas hanya
perusahaan sektor manufaktur, dapat menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdapat
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) agar lebih memadai untuk pengujian hipotesis yang ada
dan diperoleh hasil yang berbeda.

2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian bisa dikembangkan dengan nenambahkan variabel yang
diteliti maupun menambahkan priode waktu sebelum dan sesudah implementasi UU No. 47
tahun 2012.
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